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Besides earnings of local lease, acquirement of earnings for the 
agenda of supporting execution of area autonomy is also supported from 
earnings of area retribution sector. Very immeasurable area retribution of 
type and was progressively required for the agenda of inclusion for area 
cash. Retribution type devided in there type that is public service 
retribution, special service retribution, and selected licensing service 
retribution. According to the type of market retribution of including public 
service retribution type. In research context, market is or medium of 
prasarana urban to collect area retribution and also other acceptance 
which is inclusion for an area. In the effort this is a market have to have 
especial facilities and supporter able to be collected by his payment I 
retribution of because exploiting of medium. 

Writing of this research use approach quantitative, and from the 
research type of the including descriptive research type which depict how 
to policy of management to retribution in Kemiri Muka Market of depok 
Town. Where as from the time faced of the including type research of 
Cross-Sectional. Pursuan at data collecting tecnique of including research 
of field. Technique data collecting of conducted by there metods : 
observation, interview, and documentation study. 

Research result indicate that policy of management of market 
retribution which in Kemiri Muka Market of Depok Town not yet effective. 
Not yet effective of him seen from indicator less him all merchants in 
oavina retribution which disaaree with bv law. Considerina execution of 
poiicy-which not yet effective~ hence managemant of retrib-ution ought to 
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ought in the management of have to be adapted for existing regulation. 
But from observation aspect which in this market have walked and ~here is 
separate mechanism in execution of him, like method observation of test 
pluck. Which existence of observation like this also have to be defended to 
prevent mistake either by officer and or unintended mistake. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota diselu·ruh Indonesia 

diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 1 

Pemberian kewenangan yang luas dan bertanggung jawab tersebut tercermin 

dalam penerapan asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. 

Penerapan asas desentralisasi melalui pembentukan daerah otonom pada 

hakekatnya untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan, 

disamping itu juga dapat menjamin integrasi bangsa. Kekhawatiran bahwa 

penerapan asas desentralisasi yang luas akan menciptakan disintegrasi 

bangsa sangat tidak beralasan. Belum pernah ada didunia ini pemerintahan 

daerah (local government) yang berontak karena diberi otonomi, tetapi 

pemerintahan daerah yang tidak diberi otonomi cenderung memberontak? 

1Deddy Supriadi Bratakusumah. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : 
PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001. Hal 169. 

2S.H.Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan.2001. Hal 6. 
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sebagaimana yang pernah dialami oleh negara dan bangsa kita diwa 

yang lalu yang dikenal dengan pergolakan daerah. 

Pembagian kewenangan terhadap pemerintahan daerah dilaksana~ 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian c 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimban.; 

keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah urt 

pembangunan dalam arti yang luas yang meliputi segala segi kehiduV-

dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prin 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi 6 

keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Repu: 

Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkat~ 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

Agar otonomi daerah dapat berjalan efektif untuk mencapai pelayark 

. dan kesejahteraan masyarakat perlu diatur pembagian keuangan pusat ya 

efektif, adil, dan merata. Tanpa pengaturan hubungan keuangan pusat G; 

daerah yang jelas, otonomi akan banyak menghadapi masala" 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan C.: 

cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, kare· 

kemampuan keuangan merupakan indikator penting guna mengukur ting \ 

3
H.M Sjaiful Rahman. Pembangunan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Yayasan Pancur Si\,..l. 

2004.Hal99. · 
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3 

otonomi suatu daerah.4 Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah 

yang semakin mantap, maka diperlukan pula usaha-usaha untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya 

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan 

meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada m·aupun dengan 

penggalian sumber baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta 

memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Meskipun Undang-

Undang telah mengatur fleksibilitas dan diskresi d~erah secara penuh dalam 

mengelola keuangan daerah, namun demikian daerah tetap harus 

memperhitungkan kapasitas kemampuan basis penerimaan yang dimiliki. 5 

Dimasa lalu, dimana kemampuan keuangan pemerintah masih besar, 

pemerintah mendistribusikan pendapatan ekonominya kedaerah-daerah yang 

diprioritaskan melalui investasi langsung.6 Tetapi sekarang pembiayaan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 

diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 

meningkatnya kebutuhan daerah dalam memenuhi pelayanan terhadap 

masyarakatnya. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk berkreasi 

mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

4Joseph R.iwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada. 1998. Hal283. 

5Pheni Chalid. Keuangan Daerah, /nvestasi dan Desentralisasi. Jakarta : Kemitraan. 2005. 
Hal9. 

6Susongko Suhardjo. Saatnya Daerah Bangkil. Jakarta: Duta Aksara Sempurna. 2003. Hal 
173. 
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pengeluaran pemerintah. Disamping itu pula daerah harus mampu me

sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, disamping didukun~ 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara propir~ 

kabupaten/kota? Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang m-

dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah D.. 

menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu s_ 

penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan s-

dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. 

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak lnd~ 

merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi ~ 

penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. 8 Sumber penerim;: 

terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewas 

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan c 

ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang-U

khususnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah maupun t= 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia s 

penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 

retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi ~ 

' Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federal is me Sebagai Suatu .~ • 
Jakarta: ~T. F~ja Gra~ndo Persada. Hal45. 

2005
. Hal~.anhot p S!ahaan. Pajak Daerah dan Retribusi Derah. Jakarta: PT P.aja Grafind .. , i'-: 
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Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi a tau bad an. 9 

Baik pajak maupun retribusi daerah, hingga saat ini masih merupnkan 

primadona dari Pendapatan Asli Daerah. Apabila pajak daerah merupakan 

primadona untuk daeiah propinsi maka untuk daerah kabupaten pada 

daerah-daerah tertentu realisasi antara pajak dan retribusi daerah berimbang, 

sedang untuk daerah kabupaten lainnya umumnya retribusi daerah ini 

merupakan primadona dari Pendapatan Asli Daerah.10 Sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang otonomi kepada daerah diberikan kewenangan 

seluasnya untuk mengelola dan mengurus rumah tanggany2 sendiri, 

walaupun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan 

perundangan yang berlaku. Melalui pendapatan asli daerah pemerintah 

propinsi membuat berbagai program maupun kegiatan yang strategis bagi 

kepentingan masyarakat. Dalam struktur pendapatan daerah, salah satu 

penerimaan yang cukup dominan yaitu berasal dari retribusi daerah, retribusi 

daerah yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nom6r 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. 

9 Akhmad Yani. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada. 1999. Hal 55. 

10D.J. Mamesah. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 
Utama. 1995. Hall9. 

i 
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Pemungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pela:;< 

yang diberikan pemerintah daerah, dan yang diperlukan oleh masyarai 

Suatu negara mengalami perkembangan apabila negara tersE:but 1 

. 12 S . I mengalami perubahan struktur kegiatan ekonomrnya. eJa an de: 

kemajuan dalam perekonomian global yang ditandai dengan ting; 

indikator ekonomi makro telah merubah perspektif paradigma dalam _!:;' 

ekonomi. Perubahan paradigma tersebut telah membawa tatanan ~ 

kegiatan ekonomi suatu masyarakat guna mencukupi kebutuhan t 

sehari-hari. Akibat pengaruh dari kebutuhan masyarakat ter; 

memberikan inspirasi bagi pihak pemerintah dalam memberikan pela:,: 

kepada masyarakat yang harus dipenuhi dalam mengatasi masalah terse 

Pemenuhan terhadap tuntutan masalah utamanya calam keg: 

bidang ekonomi telah membawa kearah pembangunan sarana 

prasarana fisik yang menunjang bagi terlaksananya kegiatan masya:: 

Kegiatan masyarakat yang besar dalam kehidupan sehari-hari didorri 

datam kegiatan perekonomian.13 Kegiatan perekonomian ini mem: 

implikasi akan pentingnya sarana dalam pelaksanaanya. Peran pemeiT 

dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi dalam men~: 

11
MuchdJr Makarau. Minolah dan Galang Asmara. "Penarilcan Pajak dan Retribusi D.r 

D.=I.::!fl Rar.gb buensifikasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Lombok Timur". Jumal Penelifu: 
i.."ni,·miO! ~!J:aram. Volume I. No.4, November 1992. Hal SO. 
~ ~~-ar:a. Ekono:ni Pembangunan (Prob/ematika dan Pendelcaran). Jakarta :Salemba f.: 
_X~. Hll ..J . 

. u~~h:h~ P Todaro. 1/mu Eonomi bagi Negara Sedang IJcrkembang. Jakarta : Akld~rt.i 
P:-essmdo. I . ~- Hll 18. 
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masalah perekonomian salah satunya membangun infrastruktur dalam 

kegiatan perdagangan yaitu dengan mendirikan pasar. 

_ Pasar sebagai tempat transaksi dalam pencarian dan pemenuhan 

kebutuhan pokok sehari-hari, selama ini belum secara optimal 

didayagunakan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.· Hal ini secara 

jelas dari sistem pelayanan maupun regulasi yang ada. Mengingat akan hal 

ini, dimana peran pasar dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang potensial terutama dari pendapatan penarikan retribusi pasar. 

Retribusi pasar di banyak daerah kabupaten di Indonesia menjadi sumber 

PAD yang cukup berarti., retribusi pasar akan turut menentukan besarnya 

tingkat kemandirian suatu daerah kabupaten I kota dalam arti mampu 

mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.14 

PAD merupakan faktor pendukung yang memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kuantitas peningkatan PAD dari 

sektor retribusi pasar secara umum cukup tinggi dan berdasarkan data primer 

yang berhasil dikumpulkan , terdapat beberapa hambatan dari Dinas Pasar 

dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi, yaitu : Kurangnya 

kepatuhan para pedagang terhadap peraturan yang berlaku, banyaknya 

pedagang yang berjualan diluar pasar, disamping sewa kios pasar yang tidak 

14Bagus Santoso "Retribusi Pasar Sebagai Pendapa:an Asli Daerah ". Prism a, Nom or 4. 
April 1995. Hal20. 
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te~angkau oleh pedagang pada umumnya.
15 

Selanjutnya disaranka-~ 

untuk meningkatkan kegiatan penerangan kepada masyarakat. 

pedagang, dan aparat Dinas pasar agar .9apat mematuhi perz 

perundang-undangan yang berlaku dan meningkat!<an koordinasi c~ 

dinaslinstansi terkait dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terben~ 

pasar liar. Untuk memperoleh dana yang memadai guna pelaksa 

pembangunan di daerah, daerah diwajibkan untuk menggali potensi yar~ 

di daerah dengan sebaik-baiknya sehingga daerah tidak perlu terga

sepenuhnya kepada subsidi dari pemerintah pusat. 16 

Kota Depok sebagai salah satu wilayah yang terletak dise 

selatan Kota Jakarta yang merupokan ibukota Negara Republik lnd::J 

memberi antusiasme yang tinggi dalam perkembangan kota Depok ter..; 

dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang cukup signifikan c 

pembangunan fisik perkotaan , telah membawa kedudukan Kota D 

sebagai kota p~lajar menjadi sentra bisnis utamanya dikawasan selata -: 

· · Jakarta. Hal ini terlihat dari indikator-indikator yang menunjukan t .c 

peranan kota Depok telah berubah fungsi. lndikator yang sangat me.-

dalam pembangunan fisik kota Depok yaitu dengan 

pembangunan sentra - sentra niaga baru atau mall. 

·~usnaini Hasyimzum "Peranan Dinas Pasar Dalam Meningkatkan PAD Melalui R , 
di Kota ~';,.n;'0' f~"!pung. : Jumalllmu Hukum. Nomor 16 Volume V. Tahun 1997. Hall lO-ll ! . 

Tusnatm Hasytmzum Ibid Hall60. 
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Dengan banyaknya pembangunan sentra-sentra niaga atau mall yang 

jaraknya saling berdekatan membawa pengaruh yang negatif dalam 

persaingan mendapatkan pembeli. Persaingan dalam mendapatkan pembeli 

ini membawa implikasi pula terhadap keberadaan pasar tradisional diantara 

banyak mall yang ada. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri apabila melihat 

fakta yang ada terhadap kondisi pasar tradisional ditengah derasnya arus 

sentra niaga yang ada selama ini. Kesan pasar tradisional yang diasumsikan 

semrawut dalam penataannya, kotor, jorok, dan becek apabila hujan turun 

serta yang lainnya menyebabkan kesan pasar tradisional yang 

termarginalisasikan dalam persaingan perdagangan.17 lmplikasi ini pula 

yang berimbas pada gairah masyarakat untuk berkunjung atau berbelanja ke 

pasar tradisional berkurang cukup banyak. Efek akan hal ini terjadi 

penurunan daya beli yang signifikan dalam transaksi jual beli di pasar 

tradisional, · disamping itu pula kecenderungan gaya hidup dari 

masyarakatnya yang dekat dengan ibukota negara yang cenderung 

metropolis, sehingga menyebabkan selera berbelanja kepasar menjadi 

berkurang dan lebih memilih ketempat swalayan atau usaha-usaha 

waralaba yang sekarang banyak bertebaran. 

Untuk itu sudah seharusnya bahwa kesan pasar tradisional itu kumuh 

dan tidak aman harus segera ditinggalkan. Selama ini memang yang terlihat 

dalam kenyataan bahwa image terhadap pasar tradisional yang kotor, 

17Kompas. " Pasar Tradisional di Jakarta Akan di Modernkan ". Rabu 8 Februari 2006 
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kumuh, becek, tidak aman, rawan kebakaran dan tidak nyaman itu · 

segera diubah. Apabila kenyataan seperti itu tetap melekat pad a : 

tradisional bisa dipastikan keberadaan pasar tradisional tidak bisa be

dengan kualitas seperti ini. Efek yang sangat berpengaruh akan .. 

berimbas langsung terhadap penerimaan dari pendapatan retribusinya-

Akan hal ini sudah seharusnya pemerintah melakukan pembe::: 

dan perbaikan dalam infrastruktur pasar, karena dengan a:. 

pembenahan dan perbaikan tersebut dapat meningkatkan minat mas)r: 

untuk berbelanja ke pasar tradisional. Sehingga dengan hal ini • 

meningkatkan kesadaran dari para pedagang di pasar tradisional te:: 

untuk terus membuka barang dagangannya. lmplikasi terhadap tinda~~ 

dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pungutan retribusi pasar. 

Disamping itu pula jika penataan keberadaan pasar 

lingkungannya bisa memberikan kenyamanan dan ke~manan kepada s 

pengunjung yang datang, bisa dipastikan keberadaan pasar trad-s 

nantinya tidak kalah dengan pasar modern yang dikelola oleh pihak s ~ 

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi ; 

harus dibarengi dengan pemberian layanan yang bagus dan bermutu c: 

meningkatkan kemauan para pedagang di pasar tersebut untuk ~ 

berdagang. Disamping pemberian layanan yang bagus dan bermutu 

dibutuhkan partisipasi dari para pedagang yang berjualan di c:'" 

lingkungan pasar tersebut harus membayar retribusi pasar, karena mef8 
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yar.g dapat memanfaatkan fasilitas atau pelayanan yang telah disediakan 

oleh pemerintah daerah. 

Orientasi keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah dari 

sektor retribusi pasar idealnya tidak hanya berorientasi hasil, tetapi juga 

dalam proses. Akan hal ini bahwa mengingat masih banyaknya pasar 

tradisional yang belum memadai dalam manajemen pelayanannya. 

Manajemen yang belum teratur terlihat oleh peneliti dalam mekanisme 

pemungutan tarif terhadap retribusi pasar tersebut, dimana masih adanya 

sebagian dari para pedagang yang berjualan di pasar tersebut belum 

semuanya membayar retribusi yang diharuskan. 

Sistem yang transparan, akuntabel, dan bersih memungkinkan 

keberhasilan dapat tercapai. Selama ini yang dilihat dan dinilai aspek 

perolehan pendapatan retribusi dari pendapatan yang diterima setiap tahun 

saja tanpa pernah diketahui bagaimana angka suatu objek retribusi ini 

meningkat, dengan ukuran apa dan berapa realisasinya retribusi tersebut 

belum jelas dan hanya di nilai berdasarkan asumsi target yang tercantum 

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga belum ada 

kepedulian untuk membenahi pelayanan dan fasilitas yang seharusnya ada 

dalam sebuah pasar.18 Namun akan hal ini agar pemerintah daerah 

seharusnya melakukan pembaharuan yang kongkret dan tidak normatif 

18Majalah Legislatif Jaya. "Mekanisme Penarikan retribusi Harus Diperbaiki". Nomor I i 
Tahun XXV April2005 Hal 15. 

ii 
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belaka, melainkan sesegera mungkin di tindak lanjuti dengan dikeluarkanr.. 

kebijakan pendukung yang dapat mengakomodasi sistem tersebut.19 

B. Pokok Permasalahan 

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah ya· 

sangat penting disamping pajak daerah.20 Mengingat akan pentingnya pe~ 

dari sektor retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pa: 

suatu daerah, maka sudah seharusnya suatu daerah berusaha un~ 

berupaya menggali dan meningkatkan sektor yang telah menjadi hakn:,: 

dalam hal ini kontribusi dari penerimaan retribusi pasar juga dikelola d2 

ditingkatkan. 

Sumber utama PAD adalah pajak dan rr3tribusi daerah sebagaima· 

ditetapkan dalam Undang-Undang. Pajak dan retribusi daerah sa~ 

dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang diindikasikan d: 

tingkat PDRB suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah, rna•. 

semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. 21 

Pada saat kondisi perekonomian memburuk maka sumber-sumb: 

pendapatan asli daerah juga cenderung berkurang, sebaliknya pada sa: 

kondisi perekonomian membaik maka sumber-sumber pendapatan ~ 

daerah juga cenderung meningkat. Kondisi demikian disebabkan kare-. 

19
Majalah Legis Iatif Jaya. Ibid Hal 17. 

lll lksan M dan Roy V Salorno. Keuangan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sekolah Tinggi Il-:-
Adrninistrasi LAN Press. 2002. Hal 132. 

21
Juli Panglirna Saragih. Desentralisasi Fiscal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. 

Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003. Hal68-69. 
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sumber-sumber pendaptan asli daerah adalah penerimaan-penerimaan 

yang berasal dari aktifitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat 

atau pelaku-pelaku usaha. 

Memburuknya kondisi perekonomian sebagai akibat terjadinya krisis 

ekonomi telah menyebabkan terjadinya penurunan daya beli yang sangat 

signifikan yang pada gilirannya membuat para pelaku usaha kurang 

bergairah dan kurang mampu mengembangkan usahanya, yang membuat 

aktifitasnya menurun dengan konsekuensi menurunnya keuntungan yang 

diperoleh. ·Hal inilah yang kemudian menyebabkan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah berkurang sebagai akibat penurunan penerimaan 

pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber lainnya khususnya dari 

retribusi pasar. 

Berdasarkan latar belakang dan aspek-aspek yang diuraikan diatas, 

maka pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : 

Bagaimana lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana lmplementasi kebijakan pengelolaan 

Retribusi Pasar di Pasar Kemiri Muka Kota Depok. 

I 

I 
I 

. i 
I 
I 
I 
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D. Signifikansi Penelitian 

Dalam penelitian ini dan sebagaimana tujuan penelitian diatas, r: 

- manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini memberi dukungan pengetahuan dan penggt.r 

terhadap teori-teori dalam bidang retribusi daerah .. 

2. Secara Empirik 

Penelitian ini mendorong agar dikemudian hari dapat dilakuka

penelitian lebih lanjut guna memperoleh informasi yang lebih t 

akurat dan komperhensif. 

3. Secara Praktis 

Penelitian ini berup2ya memberikan gambaran tentang penge~:

retribusi pasar kepada masyarakat juga kepada Dinas Pe~ 

Pasar guna meningkatkan perbaikan 

daerah, khususnya retribusi pasar. 

E. Sistematika Penulisan 

perbaikan mutu re~ 

Skripsi ini penulis sajikan dalam beberapa bab. Pembagian b::: 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. u

penulisan skripsi ini adalah sebagi berikut : 

BAS I Pendahuluan 

Dalam bab ini akan disajikan latar belakang permasa: 

penu:lisan skripsi ini, kemudian dengan pokok permasa:. 
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yang dijabarkan. Disamping itu pula dalam bab ini terdapat pula 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan mengaitkan penelitian skripsi ini dengan 
I 
I 
i . 
i penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah retribusi pasar. Disamping itu juga terdapat kerangka 

pemikiran yang mengandung beberapa literatur yang 

berhubungan dengan masalah retribusi. Dan yang terakhir 

dalam bab ini berisi pula tentang metode penelitian yang 

digunakan dalcm peneli~ian ini. 

BAB Ill Gambaran Umum Kota Depok beserta Kantor Dinas Pengelola 

Pasar serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kemiri Muka 

Kota Depok dan penjabaran mengenai retribusi pasar yang ada 

di Pasar Kemiri Muka Kota Depok 

Dalam bab ini akan disajikan profil dari Kota Depok, Dinas 

Pengelola Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kemiri 

Muka Kota Depok serta bentuk retribusi pasar yang ada di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok. 

BAB IV lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar 
.. 

Kemiri Muka Kota Depok 
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Bab ini berisi tentang hasil dari pengumpulan data yang 

diperoleh dilapangan disertai dengan pembahasan terhadap 

temuan tersebut. 

Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penibahasan hasil 

penelitian disertai dengan saran-saran untuk pengembangan di 

masa yang akan datang demi peningkatan pendapatan asli 

daerah, utamanya dari retribusi pasar. 

, 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian terhadap retribusi pasar telah banyak dilakukan oleh 

berbagai kalangan akademisi maupun praktisi yang ada di Indonesia. Hasil-

hasil penelitian tersebut memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, karena disamping 

adanya lokasi dan waktu yang berbeda, variabel penelitian yang diamati juga 

tidak sama. Dalam penulisan skripsi ini akan dikemukakan beberapa 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bag us Santoso dkk ten tang · Evaluasi 

Peran Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 

menyimpulkan bahwa :22 

a. Pola perkembangan keuangan daerah di Kabupaten Sleman 

menunjukan pola kurang lebih seragam dengan pola keuangan daerah 

di Kabupaten lainnya di Indonesia. 

b. Ditinjau dari aspek penerimaan realisasi total penerimaan APBD 

daerah Kabupaten bukan disebabkan oleh laju pertumbuhan PAD, 

tetapi ditentukan perkembangan penerimaan dari sumbangan dan 

22Bagus Santoso. "Retribusi Pasnr Sebagai Pendapatan Asli Daerah " .. Prisma Nomor 4 
Tahun 1995. Hal 19-35. 
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bantuan. Hal ini menunjukan bahwa otonomi daerah dengan me~ 

daerah Kabupaten untuk meningkatkan PAD agar pembia;~ 

anggaran rumah tangganya tidak perlu tergantung pada bantuan : 

sumbangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi prospeknya be 

terlihat. 

c. Ditinjau dari aspek pengeluaran daerah, perkembangan stn.• 

pengeluaran keseluruhan Pemda Kabupaten di Indonesia da· 

Propinsi DIY maupun Kabupaten Sleman menunjukan transforr: 

struktural yang seragam, dimana peran pengeluaran rutin serr:a 

menyusut dari tahun ke tahun dan peran pengeluaran pembangl!" 

semakir. meningkat. 

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan penerirr.: 

retribusi pasar adalah : 

(1) Apabila retribusi dimaksudkan sebagai sumber penerirr.: 

bagi pemerintah daerah, .maka struktur tarif retribusi s:~ 

dievaluasi agar besarnya dapat mencerminkan struktur b~ 

yang sebenarnya. 

(2) Bila retribusi pasar dikenakan terhadap setiap pedagarr; 

pasar sebagai balas jasa kepada pemerintah yang t:: 

menyediakan fasilitas, maka adanya kenaikan retribusi p.~ 

perlu diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas di pasa 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



19 

(3) Pemungutan retribusi pasar terhadap pedagang perlu 

dibedakan menurut skala usaha. Tidaklah adil bila pedagang 

skala usaha kecil di pungut retribusi sama dengan pedagang 

berskala usaha yang lebih besar. 

Lebih lanjut Santoso menambahkan bahwa kesediaan para pedagang 

untuk membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. 

Bila pasar ramai dan banyak pembeli, maka omset dan keuntungan 

penjualan harian akan menjadi lebih besar, dan kesediaan pedagang untuk 

membayar retribusi secara penuh juga akan meningkat. Minat pembeli untuk 

berbelanja di pasar tentu saja dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal mereka 

ke pasar, kelengkapan jenis barang dagangan di pasar, serta kenyamanan 

berbelanja. Dengan demikian, upaya peningkatan kesediaan membayar 

retribusi pasar masih dapat ditingkatkan apabila diimbangi dengan 

peningkatan fasilitas baik bagi konsumen maupun bagi pedagang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Minase yang dilakukan di Kota 

Jayapura mengenai Kajian Proyeksi dan Potensi Retribusi pasar serta 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 

menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, efektifitas 

pengelolaan retribusi pasar dapat terus ditingkatkan dalam jangka panjang 

bila menggunakan potensi sebagai dasar pemungutan. Untuk mempercepat 

proses peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pasar, 

Minase menyarankan agar penetapan target penerimaan ditingkatka~ 
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bantuan. Hal ini menunjukan bahwa otonomi daerah dengan men9' 

daerah Kabupaten untuk meningkatkan PAD agar pembiafo 

anggaran rumah tangganya tidak perlu tergantung pada bantuan t 

sumbangan Pemerintah P~sat dan Daerah Propinsi prospeknya ~ 

terlihat. 

c. Ditinjau dari aspek pengeluaran daerah, perkembangan stN 

pengeluaran keseluruhan Pemda Kabupaten di Indonesia da· 

Propinsi DIY maupun Kabupaten Sleman menunjukan transforr

struktural yang seragam, dimana peran pengeluaran rutin sem: 

menyusut dari tahun ke tahun dan peran pengeluaran pembang :.r 

semakir. meningkat. 

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan penerirrc 

retribusi pasar adalah : 

(1) Apabila retribusi dimaksudkan sebagai sumber penerirri 

bagi pemerintah daerah, _maka struktur tarif retribusi p: 

dievaluasi agar besarnya dapat mencerminkan struktur t .;,; 

yang sebenamya. 

. (2) Bila retribusi pasar dikenakan terhadap setiap pedagao; 

pasar sebagai balas jasa kepada pemerintah yang E 

menyediakan fasilitas, maka adanya kenaikan retribusi p3 

perlu diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas di pasa-
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(3) Pemungutan retribusi pasar terhadap pedagang perlu 

dibedakan menurut skala usaha. Tidaklah adil bila pedagang 

skala usaha kecil di pungut retribusi sama dengan pedagang 

berskala usaha yang lebih besar. 

Lebih lanjut Santoso menambahkan bahwa kesediaan para pedagang 

untuk membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. 

Bila pasar ramai dan banyak pembeli, maka omset dan keuntungan 

penjualan harian akan menjadi lebih besar, dan kesediaan pedagang untuk 

membayar retribusi secara penuh juga akan meningkat. Minat pembeli untuk 

berbelanja di pasar tentu saja dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal mereka 

ke pasar, kelengkapan jenis barang dagangan di pasar, serta kenyamanan 

berbelanja. Dengan demikian, upaya peningkatan kesediaan membayar 

retribusi pasar masih dapat ditingkatkan apabila diimbangi dengan 

peningkatan fasilitas baik bagi konsumen maupun bagi pedagang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Minase yang dilakukan di Kota 

Jayapura mengenai Kajian Proyeksi dan Potensi Retribusi pasar serta 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 

menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan, efektifitas 

pengelolaan retribusi pasar dapat terus ditingkatkan dalam jangka panjang 

bila menggunakan potensi sebagai dasar pemungutan. Untuk mempercepat 

proses peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pasar, 

Minase menyarankan agar penetapan target penerimaan ditingkatkan 

= 
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minimal 75% dari potensi yang dimiliki serta dilakukan penghematan c 

b. t 23 penggunaan 1aya pemungu an. 

Disamping itu juga terhadap penelitian yang dilakukan oleh Eldi. 

meneliti tentang Upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar ~ 

Palangkaraya pada tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 199:;: 

menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar cfi 

Palangkaraya memiliki prospek yang menjanjikan untuk dapat 

ditingkatkan pada masa yang akan datang, dan indikasi tersebut d~·:! 

dari sepuluh objek retribusi pasar pada tahun 2000 memiliki potensi sa 

Rp 557,87 juta . Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun te.-: 

baru mencapai Rp 106,32 juta atau terrealisasi sebesar 18,40%. ~ 

efektifitasnya. Disamping itu juga melalui analisis SWOT menunjukan t~ 

kine~a pemungutan retribusi pasar berada pada kuadran I S: 

Pertumbuhan (0,85:1,31) yang · artinya posisi ini mengindikasikan t. 

peluang yang dimiliki lebih 'besar dari pada kekuatan yang ada. lmplerrt: 

dari strategi yang diterapkan semaksimal mungkin kekuatan yan; 

diupayakan untuk meraih peluang yang optimum untuk meningkatkan t 

penerimaan retribusi di Kota Palangka Raya_24 

13
Robert Kambu Minase. "Kajian Potensi dan Proyeksi Retribusi Pasar Serlo KoniT:.'

Te~had:Jp Pendapatan As/i Daerah di Kota Jayapura". Tesis. S-2 Program Pasca Sa~ana Uni'~ 
Gajah Mada Yogyakarta. 2002. 

2~ldi . "Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar di Kola Palangkaraya Tn::, 
l995/1996 sompai dengan 1999/2000". Tesis S-2. Program Pasca Sarjar.a Universitas Gljah · • 
Yogyakarta. 2002. 
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B. Kerangka Pemikiran 

8.1 Konsep Kebijakan 

Friderick _menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan 

yang diusulkan seseorgng, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Easton, kebijakan 

pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat 

secara keseluruhan. lni mengandung konotasi tentang kewenangan 

pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada 

zuatu organisasi yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat 

kecuali pemerintah.25 

Sekalipun suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan-tujuannya, namun tidak selalu hasil yang dicapai sesuai 

dengan keinginan pembuat kebijakan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

lemahnya daya antisipasi dari desain kebijakan yang ada, atau dapat juga 

akibat dari terganggunya proses implikasi oleh kondisi lingkungan yang 

tidak teramalkan sebelumnya. Dalam situasi yang seperti itu, maka 

diperlukan pentingnya persiapan dari suatu pelaksanaan kebijakan. 

25Zaid Zainal AbiJin. Kebijakan Publi~. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. 2002. Hal 21. 
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Sedangkan tahapan kebijakan menurut Ripley, 26 dibagi dalam ! 

pokok yang berkaitan satu sama lainnya. Pertama, agenda settin1 

tahap ini masalah yang ada dalam masyarakat mu!ai muncul dan r

berbagai macam cara dan sarana kemud:an menjadi perhatian pe~ 

Pemerintah kemudian mengamati betapa besarnya tuntutan dan du~

terhadap masalah tersebut, pro dan kontra terjadi. Dari hasil peng ?"" 

itulah masalah tersebut menjadi agenda pemerintah (agerr.. 

government) dan langkah selanjutnya adalah seberapa jauh perr~ 

memobilisir sumber daya yang ada untuk merumuskan masalah terse~· 

Kedua, formulation and legitimation of goals and programs, : 

tahap ini informasi mulai dikumpulkan, dianalisis dan disebarlu~ 

Kemudian alternatif-alternatif yang akan ditempuh untuk meme--...c 

masalah mulai dikembangkan, demikian pula dengan usulan-usulan ::. 

mencari dukungan. dari masyarakat melalui media masa serta orga

sosial dan politik. 

Ketiga, implementation, merupakan proses perencanaan 

pengerahan sumber daya guna mewujudkan tercapainya tujuan yang 

ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi te :-L-.: 

kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program-program yang k<V'.; 

demikian juga dengan perencanaan staf dan sumber : 

pengorganisasian serta penentuan siapa yang memperoleh benefit. s-

Mcharles E Lindblom. "Proses penetapan Kebijakan ". Jakarta : Erlangga. 1980. H:!.! : -
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yang akan dijadikan sasaran layanan dan kalau perlu siapa yang akan 

terkena konsekuensi-konsekuensinya (coercion). Langkah-langkah ini 

kemudian mengharuskan munculnya sejumlah policy action. 

Keempat, evaluation of implementation, artinya pada tahap ini 

kebijakan dinilai bagaimana implementasinya, bagaimana p·erwujudannya, 

serta impact-nya. Maksudnya apakah kebijakan tersebut sudah mencapai 

sasaran seperti yang diharapkan, apakah sudah menghasilkan dampak 

seperti yang ditentukan , apakah sudah membawa keuntungan-keuntungan si 

penerima program, dan sebagainya. 

Kelima, decision about the future of the policy and programs, adalah 

tahap penentuan apakah program atau kebijakan tersebut dilanjutkan 

sebagaimana apa adanya, dilanjutkan dengan perbaikan, atau apakah 

kebijakan tersebut dibatalkan (terminated). Tentunya langkah-langkah 

tersebut diambil setel&h proses evaluasi dijalankan dengan sebaik-baiknya 

sehingga keputusan-keputusan tersebut bukan sembarangan. 

Tindakan kebijakan merupakan suatu gerakan atau serangkaian 

gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang bernilai. 27Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan 

hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan 

manusia. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, 

baik yang dirurnuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri 

27William N Dunn. Ana/isis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita. 2002. Hal41. 
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dari suatu negara maupun dengan menggunakan tenaga ahli C: 

negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-ap~ 

kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan ata. 

dilaksanakan. Kemampuan melaksanakan kebijakan tentu saja tid a 

antara satu negara dengan negara yang lain. Berbagai' faktOl' : 

mempengaruhi dalam kemampuan untuk melaksanakan suatu kebija~3 

Pelaksanaan kebijakan dalam suatu negara sangat penting. 

kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mel.! 

dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, E~ 

atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bers~ 

dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.28 Perbeda2" 

sangat penting antara satu negara dengan negara lainnya tidak terletc• 

bentuk atau ideologinya, tetapi pada kemampuan melaks:: 

pemerintahan.29 Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kema-: 

melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh p:: 

kabinet atau presiden negara yang bersangkutan. 

Kondisi kebijakan merupakan faktor yang paling dominan = 

proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan, karen a yang dilaksanakar. _~ ~ 

kebijakan itu sendiri. Tanpa adanya kebijakan tidak ada yang dilaksa-:._ 

Pad a tingkat pertama, berhasil tidaknya pelaksanaan suatu ke~ -

Hal 
107

. ~rfan lslami. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijsanaan Negara. Jakarta: Bumi AkSJ..~ 
29

Zaid Zainal Abidin. Loc.Cit. HaiiS9. 
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ditentukan oleh dua hal: kualitas kebijakan dan ketepatan strategi 

pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk 

dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu 

memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebab itu banyak kegagalan yang 

terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu 

kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat. 

Pelaksanaan Kebijakan Publik merupakan rangkaian aktifitas yang 

ruwet karena mempunyai cakupan politis dan administratif30 Secara umum 

suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan apabila 

mengandung beberapa elemen, diantaranya tujuan yang ingin dicapai atau 

alasan yang dipakai untuk mdn~adakan kebijakan tersebut. Tujuan atau 

alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik bila tujuan atau alasannya 

rasional yang artinya tujuannya dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat, 

dan juga tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, 

sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak. 

Selain ada tujuan asumsi juga dibutuhkan. Bahwa asumsi yang 

dipakai dalam proses perumusan kebijakan harus realistis, atau tidak 

mengada-ada sehingga asumsi tersebut menentukan tingkat validitas suatu 

kebijakan. Disamping itu juga dibutuhkan informasi yang digunakan cukup 

lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat kalau didasarkan 

30S. Hariyoso. Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Paradaban. 2002. 
Hal 148. 
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pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. 

kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap tY--""t 

tidak sempurna atau tidak tepat. 31 

Partisipasi dari masyarakat juga merupakan faktor pendukun:; 

pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Huntington, partisipasi · merup~ 

khas dari sebuah masyarakat modern. 32 Di negara-negara yang 

' 
modern, sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting 

berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa & 

kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh pada kehidupan n 

apalagi untuk berfikir bahwa mereka mempunyai hak dan r 

mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. 

Partisipasi bisa berbentuk dukungan atau persetujuan, b~ 

berbentuk menentang atau menolak. Kedua bentuk partisipasi ini 

pentingnya,, karen a sama-sama memberi pengaruh pad a kebijakan ; 

Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses pen.:: 

dan pelaksanaan kebijakan. 

Faktor lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan juga meru 

faktor penentu. Calista melihat, sekalipun pelaksanaan kebijakan 

tingkat operasional, namun proses pelaksanaan kebijakan bergerak -

11 Za ' ~ Za' 
12 !" ~nal Abidin. Op.Cit. Hal 192- 193. 

Za•d Zamal Abidin. Ibid. Hal 197. 
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empat lapisan lingkungan intitusional konstitusional, kolektif, operasional 

dan distribusi. 

Pelaksanaan pada taraf konstitusional terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang merupakan keputusan politik yang bentuknya 

ditentukan oleh suatu interaksi antara berbagai institusi politik, kepentingan 

perorangan, pendapat masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada 

taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama 

berbc:gai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada taraf 

operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan yang bersifat operasional 

yang bergerak dalam situasi ·yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan 

tersebut diharapkan dapat nenimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang 

dikehendaki. Pada taraf terakhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat 

menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang 

merupakan outcomes dari suatu kebijakan. 33 

8.2. Retribusi Daerah 

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan 

sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah 

kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan 

masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan 

33Zaid Zainal Abidin. Ibid. Hal 198-199. 
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Undang-Undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempuny-; 

kepastian hukum, dan adanya kejujuran dari integritas si pemungut (petug~ 

yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut aka

dikembalikan lagi kepada masyarakatnya. Dengan adanya jaminan tersebc.r . 
I 

pungutan dapat dilaksanaKan kepada masyarakat. 

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara · 
' 

karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya 

secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu .: 

hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara?' ~ 

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah -

sakit yang dikelcla oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatka"\ . 

pelayanan kesehatan dirumah sakit pemerintah harus membayar retribus i 

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 

. kesehatan · di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, ada paksaan secara 

yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi 

kepada setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang 

diinginkannya. 

Retribusi atau charging merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah yang sang at penting disamping pajak daerah. 35 Sebagai salah 

satu sumber yang penting bagi daerah, maka keberadaan dari retribusi 

~:Marihot P Siahaan. Loc.Cit. Hal 5. 
lksan M dan Roy V Salomo. Loc.Cit. Hal 132. 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



29 

sangat membantu bagi pemerintah daerah dalam segi keuangan, apalagi 

dalam era otonomi daerah dimana daerah memerlukan sumber-sumber 

keuangan untuk kelancaran dalam melakukan pembangunan wilayahnya. 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemhayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan· atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.36 Jasa dalam 

hal ini yaitu atas partisipasi dari pemerintah daerah tersebut dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah dinikmati oleh 

masyarakat. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 

dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan 

retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta 

ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi 

masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang 

bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan 

peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun 

merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetapi memerlukan koordinasi 

dengan instansi-instansi teknis terkait. 

36 Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999. Hal34. 

I 
i' 

I 

l 
I 
I 
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Retribusi daerah terkait langsung dengan pemberian layanan c.~ 

pemerintah daerah kepada masyarakat.37 Pelayanan pemerintah da~: 

dapat diberikan oleh unit-unit yang !angsung berada dalam stnf~ 

organisasi pemerintah daerah, seperti dinas-dinas daerah, maupun t..r 

pelayanan yang dikelola secara terpisah dari pemerintah · daerah sep·= 

BUMD. Demikian pula lingkup pelayanan yang diberikan dapat berbeda-00:. 

disetiap unit pelayanan tersebut, dari layanan-layanan yang berka~ 

dengan tugas-tugas umum pemerintahan sampai dengan layanan ya-: 

berupa penyediaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pn1q:". 

seseorang. Pengertian layanan yang tercakup dalam retribusi daer: 

memiliki lingkup pengertian yang luas. Karena itu pungutan retribusi daer: 

terkadang sulit dibedakan dengan pungutan lainnya sP.perti pajak daerah.3! · 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat i" 

dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut : · . 

a. Retribusi merupakan pemungutan yang dipungut berdasark= 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra pretasi ( ba~.:: 

jasa ) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayarcr 

yang dilakukannya. 

~:Soedargo. Pajak Daerah dan Rztribusi Daemh. Bandung : Eresco. 1963 . Hal 40 
lksan M dan Roy V Saloma. Op.Cit. Hal 136-131. 
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d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

Disamping itu pula sudah menjadi kebiasaan bagi suatu pemerintah 

daerah dalam menjadikan pajak maupun retribusi untuk dijadikan sumber 

pendapatan. Untuk meningkatkan sumber pendapatan ini, pemerintah daerah 

memperluas dalam berbagai macam layanan yang terkait dengan pajak 

maupun retribusi. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu 

daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.39 

Definisi dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya 

mencari kesamaan pandangan dari berbagai pihak. Zorn sendiri menyatakan 

ketidak setujuannya tentang apa yang sebaiknya dimasukan dalam rubrik 

mengenai para subyek retribusi. Dia berpendapat bahwa : 

One clear thing about user charges and fees is that 
there is a lack of agreement about what should be 
includes under rubric u user charges and fees". 40 

Dalam satu sisi, apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, maka 

retribusi bila dihubungkan dengan penggunanya tidak mempunyai batas 

39Juli Panglima Saragih. Loc.Cit. Hal65. 
4°C Kurt Zorn. "User Charges and Fees". Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Beneficiary 

Charges Are Defined As Payments Made By Consumers in "Direct Exchange For Government 
services Strachoto (Eds.). Local Government Finance: Cor.cepts and Practices. Chicago, lllionis, USA: 
Government Finance Officer Association. 1991. Hal 136. 
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spektrum pada sektor masyarakat, sehingga antara pemerintah ~ 

pengguna retribusi terjadi transaksi yang menguasai suatu mata ra::i 

antara suatu pembayaran khusus de_ngan manfaat khusus yang diterirrc 

Dengan menggunakan asumsi ini, maka retribusi dapat mencakup : 

Fees and charges, rents and royalties, earma·rked 
excise taxes, permits and licences... revenue from the 
sale of government property, . interest on government 
loans, premium collected for disaster or other special 
insurance, receipts of public enterprises, the revenue 
raised from government created property right, and 
premiums or annuity payments for government 
retirement or health program. 41 

Definisi yang lain juga menyebutkan bahwa retribusi merupak.;-

subset of beneficiary charges, yaitu sebagai pembayaran yang diterima o~;f 

pemerintah yang digambarkan oleh konsumen sebagai penerima jasa ya-f 

dapat ditukar secara langsung dari penyedia layanan seperti : 

Beneficiary charges are defined as payments made by 
consumers in"direct exchange for government services 
received" and include user charges and fees, licences 
and permit fees, and special assessment. User charges 
are defined as payments that can be avoided by not 
using the service without regard -to whether the service 
possesses public good characteristic. Licence and 
permit fees represent payments by consumers for 
government produced services(such as inspection and 
regulation). Special assessment are directly linked to 
benefits received by property and its owners.42 

Dalam definisi ini para pengguna layanan merupakan pihak yan; 

dituntut dengan sukarela untuk suatu jasa yang telah disajika-~ 

41
C Kurt Zorn. Ibid Hal136 

42 • 
C Kurt Zorn. Ibid Hal 136. 

' T 
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menguntungkan individu secara spesifik, lebih dekat dengan barang-barang 

publik murni. Disamping itu pula ada definisi lain bahwa retribusi menitik 

beratka.n pada aktifitas masyarakat yang tidak mernaksa masyarakat untuk 

menyokong. Para pengguna retribusi dengan sukarela dibeli, pelayanan 

khusus terhadap individu yang diberikan mempunyai manfaat' yang spesifik, 

tetapi yang diperlihatkan adalah yang berkarakteristik baik atau lebih dekat 

dihubungkan dengan barang-barang publik. 

User charges and fees are payments for voluntarily 
purchased, publicly provided services that benefit 
specific individuals, but exhibit public good characteristic 
or are closely associated with public goods. 43 

Secara khusus Zorn membagi pembedaan antara empat komponen 

dari penerima pungutan retribusi dan memusatkan pada suatu penjelasan 

tentang pungutan retribusi tersebut kepada para pengguna layanan yang 

meliputi : . 

1. Licences and permits. 
Utility charges are public prices for private products that 
the government has chosen to provide. Municipal 
utilities provide goods and services that are essentially 
private in nature, possess little or no public 
characteristics, and have no direct link with a public 
good. 
2. Special assessments. 
Special assessments are compulsory payments levied 
against property in a specified and limited geographic 
area to cover the cost of improvements that provide 
special benefits to the property. Although the benefits 
are closely tied to property, there is some public (or 
external benefit associated with the provision of the 

43C. Kurt Zorn. Ibid Hal 137. 
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service being financed by the special assessments. 
Therefore spillover benefits may be realized by property 
not in the special-assessment geographical area. 
Special assessments are not voluntary, they are 
compulsory. Consequently special assessments area a 
form of local taxation and are not user charges. 
3. License and Permit fees. 
License and permit fees are related to the granting of a 
privilege by government rather than the direct sale · of a 
good or sevice. They may be levied at a flat rate, may 
be graduated by type of activity, may be related to 
business receipts, etc. basically fees are intended to 
cover part or all of the cost realized by government as a 
result of granting the privilege. 
4. Private versus Public Goods. 
Pure private goods are distinct from pure public goods, 
the former display characteristics of rivalry and 
exclusion while the latter exhibit nonrivalry and non 
exclusion. Rivalry means the individual consuming the 
goods enjoy all of its benefits, the benefics are 
completely internalized. Nonrivalry and nonexclusion 
are at the opposite end of the spectrum ; no one can be 
excluded from consuming the good and an individual's 
consumption at the good does not diminish the benefits 
others receive from the good. 44 

Tiga kondisi yang perlu dicukupi sebelum melakukan pungutan biaj: 

terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai suatu hal ya;.; 

menguntungkan yang tidak dapat dipisahkan meliputi tiga hal : 

First, there must be an identifiable set of individuals or 
firms, not the whole community, that directly benefits 
from provision of the good. Second, it must be possible 
to exclude individuals from consuming the good if they 
do not pay. Third, individuals must have the right to 
choose whether to consume the good. 45 

44C Kurt Zorn. Ibid. Hal142-143 
~ . 

C. Kurt Zorn. Ibid Hal 143. 
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Jika barang-barang dan jasa dibiayai oleh pajak, maka semua warga 

negara di yurisdiksi harus menyokong ya atau tidaknya mereka 

menggunakan jasa itu. Dengan membiarkan aktifitas memiliki karakteristik 

merupakan hal yang dapat dipisahkan manfaat, tanggungjawab, dan hak 

istimewa dari pungutan biaya bagi pengguna, hanya yang menggunakan jasa 

yang harus membayar, penghapusan tunjangan yang disajikan oleh yang 

bukan pengguna jasa kepada para pemakai tidak bisa dipisahkan dalam 

membiayai pajak. 

Hal yang erat kaitannya dengan pembahasan mengenai retribusi 

adalah bagaimana suatu retribusi dibuat sedemikian rupa agar mampu 

mencerminkan harga barang atau layanan yang diberikan. Perbedaan antara 

pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, 

tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif retribusi 

bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan 

atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.46 

Biaya-biaya dari pengguna jasa retribusi membantu pemerintah 

dalam mengalokasikan sumber daya yang efesien dari bahan-bahan yang 

ada pada masyarakat47
. Jelasnya tidak seluruh penyediaan barang dan jasa 

cocok untuk dibebankan kepada para pengguna. Barang-barang yang cocok 

46Juli Panglima Saragih. Loc.Cit. Hal65. 
47C Kurt Zorn. Op.Cit Hall49. 
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untuk dibebankan kepada konsumen harus diikuti dengan perhatian terha~ 

hal-hal yang meyakinkan bahwa biaya-biaya digunakan secara efis~ 

cermat dan efektif. 

Retribusi daerah banyak sekali ragamnya dan dike!ompokan menj.:: 

tiga kelompok. Salah satu kelompok retribusi daerah tersebut ada·~ 

retribusi jasa umum dimana retribusi pasar masuk dalam kelompok terset-: 

Retribusi pasar yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ya-: 

disediakan oleh pemerintah daerah berupa fasilitas pasar tradisiona: 

sederhana yang berupa pelataran /los, kios yang dikelola oleh pemerin!2" 

daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau produs.:

dan konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara ( makelar 

Disatu pihak produsen menjual barangnya dan dilain pihak konsum: 

membelinya. Dalam konteks. penelitian, pasar adalah sarana I prasara-:: 

perkotaan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan lain ya-f 

· · merupakan pemasukan bagi suatu daerah. Dalam upaya inilah suatu pas: 

harus memiliki fasilitas-fasilitas utama seperti los tempat berjualan. Sela:

fasilitas utama tersebut, suatu unit pasar dapat juga didukung oleh fasil~~ 

penunjang seperti pelataran parkir dan MCK yang dapat dipun~: 

bayarannya karena pemanfaatan sarana tersebut. 

Atas dasar pengertian diatas, maka pasar dapat dibedakan menja: 

pasar kongkret dan pasar abstrak. Pasar kongkret adalah tempat d!.mar: 
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para pembeli dan penjual berkumpul, misalnya pasar efek, pasar ternak dan 

sebagainya. Sedangkan pasar abstrak adalah seluruh daerah dimana para 

pembeli dan penjual mempunyai kontak sedemikian rupa sehingga terjadi 

transaksi harga-harga barang yang sama mempunyai pengaruh kuat dan 

langsung satu sama lain. 

Pasar kongkret dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Pasar menurut luasnya, meliputi pasar dunia, pasar regional , 

dan pasar lokal. 

b. Pasar menu rut periode waktu yaitu : 

a. Pasar harian 

Dalam periode ini waktu sedemikian singkat sehingga 

persediaan barang-barang adalah fixed, atau dengan 

kata lain pas~r disini dihadapkan pada pembentukan 

harga barang, untuk barang yang telah diproduksi. 

b. Pasar periode jangka pendek (short-run) 

Pada saat periode jangka pendek, jumlah produksi 

dapat diperluas sesuai kebutuhan yang diperlukan 

dalam batas luas kegiatan usaha yang ada. 

c. Pasar periode jangka panjang (long-run) 

Dalam pasar ini waktunya cukup lama sehingga 

seseorang pengusaha ind1vlduai I perseorangan 
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dapat mengubah jumlah semua alat-alat prod:-"'-

dan jumlah badan-badan usaha dalam caba-,__ 

perusahaan yang bersangkutan apakah d:;;;;: 

diperluas atau diperkecil. 

Pasar merupakan bagian dari lapangan retribusi d·aerah seba~ 

penyediaan pelayanan jasa tempat berdagang yang disediakan oleh p:t.:: 

pemerintah, maka kepada pemakai jasa tersebut dapat dikenakan retrib~ 

Semua pedagang di pasar yang mendapat pelayanan tempat berdagang i:.. 

dikenakan pungutan retribusi pasar. Pungutan retribusi pasar di atur ~ 

dalam peraturan daerah. Hasil dari pendapatan retribusi pasar disc~ 

kepada kas daerah dan tidak ditujukan untuk suatu pengeluaran terte~ 

Sebagaimana halnya jenis retribusi lainnya, besarnya retribusi pas.= 

bervariasi menurut kelas pasar atau luas pasar. Penarikan retribusi pas: 

dilakukan secara tunai, artinya para pedagang di pasar yang langsu-= 

menggunakan jasa pasar tersebut secara kontan membayar retribusi ses'..C 

tarif yang ditentukan oleh daerah setempat sesuai kelas dan luasnya pas: 

yang digunakan oleh daerah setempat sesuai kelas dan luasnya pasar ya-f 

digunakan oleh para pedagang sebagai objek retribusi pasar. 

Secara umum retribusi pasar kabupaten 1 kota di banyak daer='" 

kabupaten I kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan daerah ya-; 

cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya ting~:z 
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kemandirian suatu daerah kebupaten I kota, dalam arti mampu mendanai 

sendiri urusan otonominya. 

8.3. Manaj~men Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah tidak diartikan bahwa setiap tingkat 

pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya 

dari pendapatan asli daerah, tetapi dapat melalui penerimaan pemerintah 

daerah seperti bantuan pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak 

serta pinjaman.49 Beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak 

umum dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen. 

Dalam suatu kasus, setiap pembayaran pajak harus memberikan kontribusi 

tanpa memperhatikan Clpakah jc:sa-jasa pelayanan tersebut segera tersedia 

baginya dan sejauh mana dia menggunakannya; dari segi lain pembayaran 

tergantung langsung kepada jasa-jasa yang telah disediakan dan dibuat 

untuk hal tersebut. 

Dalam prakteknya terdapat perbedaan sehingga menjadi kabur dan 

tidak jelas, yaitu : 

First, charges may be imposed which greatly exceed the 
cost of the services rendered, the surplus being 
appropriated to a general revenue pool. Second, a 
service may be only partially financed by charges, the 
balance coming from specific or hidden subsidies from 
general tax revenue. 50 

49Bagus Santoso. dkk. Loc.Cit. Hal 20. 
50 James Me Master. Urban Financial Management. Washington D.C. USA. The International 

Bank for Reconstruction and Development I THE WORLD BANK.I99l. Hal 135. 

....., 
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Pembedaan dalam penerapan retribusi tidak mudah diterapkan ka:-~ 

beberapa alasan yang terlihat, antara lain bahwa batasan antara bara.~-

barang umum dan barang pribadi sulit untuk didefinisikan. Disamping itu 1--=. 

mungkin ada pelayanan-pelayanan servis yang tidak dapat dipertanyai.= 

apakah termasuk merupakan barang-barang umum. Dan yang ter~ 

mungkin adanya tekanan untuk menutup biaya-biaya pelayanan me~

pajak-pajak hanya karena mereka lebih mudah dipungut.51 

Ada cakupan yang jauh lebih besar dalam pembebanan en 

pembiayaan retribusi dimana para pengguna jasa dikenakan biaya daz 

beberapa hal, oadahal seharusnya biaya tersebut tidak ada, antara lain : 

• Education 
• Roads (and related infrastructure) 
• Medical service 
• Environmental health 
• Fire service52 

Dasar dari retribusi adalah cost recovery. Kebijakan menge.-c 

besarnya retribusi dapat diambil kurang dari full cost melibatkan su:: 

kontribusi dari atau kepada penerimaan umum secara berturut-tu:.: 

Kebutuhan utama dari kebijakan retribusi adalah mendefinisikan d: 

mengkalkulasikan full cost dari sebuah pelayanan. Dalam hal ini menyang~:.. 

tiga permasalahan yaitu : 

~oKenneth J Davey. Pembiayaan Pen:erintah Daerah. Jakarta : Universitas Indonesia (UI
Press). 1998. Hall33-l34. 

sz 
James Me Master, Op.Cit. Hal36-37. 
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Pertama, Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelayanan khusus, dalam 

hal ini ditarik batas antara biaya-biaya dari suatu pelayanan tertentu, dan dari 

pelayanan masyaraka.t umum dalam suatu daerah, atau biaya-biaya 

administrasi umum dari pemerintah daerah setempat. 

Kedua, apakah biaya-biaya dikalkulasi sesuai dengan pengeluaran yang 

sebenarnya dari suatu unit pelayanan tertentu atau berdasarkan suatu rata-

rata pelayanan bersama. 

Ketiga, didalam perkiraan biaya adalah apakah biaya modal dimasukan dan 

dengan suatu dasar yang belum jelas.53 

Pada prinsipnya untuk mengenakan retribusi biasanya menyarankan 

bahwa kepada para pengguna layanan harus didasarkan pada total cost dari 

pada pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi tingkat perbedaan-

perbedaan pembiayaan sendiri, melibatkan beberapa kompromi. Hal ini dapat 

mengakibatkan retribusi menjadi tetap dibawah tingkat ful cost dan subsidi 

, dari penerimaan umum. Ada tiga alasan mengapa terjadi hal ini, yaitu : 

The first case arises where a service is basically a 
public good-is provided because of its collective benefit
but a charge has to be imposed to discipline 
consumption. The charge would then have to be set at a 
level calculated to deter waste but to permit the 
minimum essential level of consumption by all income 
groups. Medical prescription charges of water stanpipe 
rates may fall into this category. 

The second case for subsidization occurs where a 
service is partly a private and partly a public good-where 
it primarily benefits the individuals user, but its 

53 James Me Master. Ibid Hal37-3;). 
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consumption needs to be encouraged for some public 
saving or benefit. The most conspicuous example is 
where rail or bus fares are subsidized to encourage 
people to use public rather than private transport, as a 
means of reducing traffic and road expenditure 

Last, and most significant, aprivate good may be 
subsidized, because it is regarded as a basic human 
need and lower income groups, at least, could not be 
expected to meet its full cost. One has to be careful in 
giving examples simply because the conception of " 
basic needs" is highly subjective and relative to the 
general standard of living. 54 

r 

Oleh sebagian pakar, subsidi merupakan sebuah penyimpanga--

Jelasnya hal ini dapat menimbulkan inefisiensi, dimana sumber-sumber ya =-~ 

tersedia tidak dibiayai secara efektif atau karena manfaat yang diterima o!i' 

seluruh konsumen tidak jelas <:~pakah memerlukan subsidi atau tidak. Salt.-:: 

untuk hal ini yaitu dengan mengurangi pembebanan biaya hanya dilakuk.a.

pada kategori pengguna tertentu: kelompok berpenghasilan rendah, ana~

anak, manula dan sejenisnya, serta yang kedua subsidi hanya dilakuka

kepada kelompok yang mengkonsumsi secara minimum apabila dibeba;o 

dengan harga pasar. 

Didalam beberapa hal retribusi mungkin lebih didasarkan pad: 

recovering dari pada fullcost dari suatu pelayanan , yaitu atas dasar menca-\ . 

keuntungan. Hal ini te~adi karena : 

S4 

The first is where charges are imposed for a basically 
re~ulato~ purpose involving little direct cost. There is a 
wide vanety of charges from which municipalities in 

James Me M~ter. Ibid Hal39. 
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various countries derive revenue-often substantial-of 
this type. 
Second, charges may be imposed at an above-cost 
level to reinforce their disciplinary effect upon 
consumption. 
Third, a service may be in heavy demand and people 
are willing to pay highly for it because of its importance 
or popularity and short supply. 55 

. 

43 

Pembebanan diatas biaya dapat diseimbangkan dalam keadaan 

tertentu jika surplus pendapatan ·· disalurkan kepada perluasan pelayanan 

dalam bentuk pelayanan kepada JUmlah yang lebih banyak bagi yang 

memerlukannya. Pembebanan diatas biaya, dapat disamakan dengan pajak. 

Hal ini merupakan peristiwa dan kepercayaan yang harus dipertimbangkan. 

Kelompok-kelompok masyarakat membayar lebih tinggi untuk suatu 

pelayanan dan apakah hal itu memberikan manfaat lebih dibanding dengan 

surplus pendapatan. 

Perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, 

kemudahan pemungutan, dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan 

konsumen utama seluruhnya merupakan argumen-argumen kuat untuk 

membebankan biaya pelayanan langsung kepada konsumen. Meskipun 

bukan merupakan sifat atau tradisi suatu alat pemerataan, retribusi dapat 

dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu dimana dalam hal ini ada keinginan 

politis dan tidak adanya alternatif fiskal yang cocok. 

55 James Me Master. Ibid Hal40. 

I 
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Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tirr;_ 

penerimaan mungkin jatuh dibawah tingkat yang dibutuhkan u:--

mengoperasikan pelayanan secara efektif, khususnya pada saat in~z: 

karena keengganan politik untuk meningkatkan tarif atau mengena}-": 

sanksi. Hubungan khusus antara konsumsi dan biaya, dan sifat langsung c!~ 

pembayaran mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan : 

mana lembaga-lembaga perwakilan terlibat, tetapi sensitif".:= 

konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yz

dapat dikenakan retribusi.56 Dalam praktek dikebanyakan neg~-

berkembang seperti di Indonesia misalnya, ada potensi substansiil urf_ 

meningkatkan pendapatan selain dari pajak daerah dan retribusi daerah ya-_ 

merupakan peningkatan pendapatan administrasi daerah. Peningka':: 

tersebut meliputi perubahan hukum dan sistem untuk menaikan pendapa":: 

lebih dari yang melanggar ketentuan de~gan peng~.HTJpulan yang lebih efis~

pengenalan metode tentang identifika~i, . pendaftaran, dan koleksi, se.-: 

memikirkan sistem yang lebih baik untuk monitoring, pengumpu!a- · 

56
Kenneth J Davey. Ibid Hal 153. 
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yield, assuming thet everyone who should pay, does 
pay, and pays his or her full liability), 
• Cost-the amount of resources used in collecting 
revenues in relation to their yield, measured in fiscal and 
hu!J1an resources (and also public goodwill, though that 
is hard to measure). 57 

45 

Dalam hubungannya dengan realisasi, sasaran hasil dari administrasi 

pendapatan memastikan bahwa : 

• Everyone who should pay a tax or charges does so, 
• Everyone pays the righ amount, and 
• All revenue is properly brought to account by those 
who collect it. 58 

Yang maknanya: 

• Identifying all those liable to pay, 
• Assessing them correctly, 
• Collecting the payments as assessed, 
• Checking who has not paid and enforcing sanctions, 
and 
• Controlling actual receipts by collectors to make 
certain they are brought to account. 59 

Realisasi terancan oleh dua faktor, yaitu : 

• Penghindaran, suatu keinginan dari wajib pajak atau retribusi untuk 

menghindari pembayaran suatu layanan yang telah dibebankan, atau 

untuk membayar kurang dari ketetapan yang telah ditentukan kepada 

mereka. 

• Penipuan dan persekongkolan, godaan bagi juru taksir dan kolektor 

untuk menerima pembayaran dari konsumen agar dapat menghindari 

57 James Me Master. Op.Cit. Hal44. 
58James Me Master. Ibid Hal44. 
59J:J.mes Me Master. Ibid Hal44. 
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atau mengurangi pembayaran sebagai penyuapan, atau u:: ... 

merahasiakan dan mempertahankan pendapatan yang sudah mei::-

kumpulkan. 

Selain dari sektor pajak daerah, pembiayaan untuk pembangunan r..r: 

dibutuhkan dari pendapatan yang lainnya antara lain dari sektor ret:ib.--:: 

daerah. Pcran dari retribusi daerah dapat meringankan beban yang ha.-.: 

ditanggung oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daer~ 

dimana di dalam kewenangannya daerah dapat memungut retribusi urt_ 

pemasukan daerahnya. Salah satunya daerah dapat memungut retribusi d':: 

pasar yang dikelola oleh daerah tersebut. Untuk itu keberadaan sebLZ 

pasar dalam suatu daerah mempunyai fungsi yang dapat memba-:. 

terhadap pemerintah daerah maupun terhadap masyarakat. 

Bahwa fun~si dari pada sebuah pasar selain sebagai temp: 

pendistribusian terhadap kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, jlJ;~ 

sebagai tempat untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, narrc 

fungsi pasar dapat juga dijadikan sebagai lahan bagi suatu pemerint= 

daerah untuk meningkatkan penerimaan kas daerah melalui penari!G" , 

retribusi pasar. Dengan penarikan dari sektor retribusi pasar itu, di harap!G- . 

pasar dapat juga menyumbangkan peranannya terhadap keuang: 
1 

pemerintah daerah. 

. • 

i 

Salah satu aspek yang sang at menunjang bagi berfungsi atau tidakny=; 
! 

sebuah pasar adalah mengenai masalah pengelolaan. Bagi penjual da- . 
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pembeli hal ini sangatlah penting, karena dalam hal ini penjual akan lebih 

mudah menjual komoditasnya kepada pembeli, dan pembeli juga sebaliknya 

akan dengan mudah mendRpatkan apa yang mereka butuhkan. Pengelo!aan 

pasar yang benar merupakan suatu cara untuk dapat menghimpun, 

mengatur, serta mengelola berbagai sumber-sumber pendapatan daerah 

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari 

penarikan retribusi pasarnya. 

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini 

penarikan retribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi 

yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam 

memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka 

seseorang atau badan harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk kabupaten I kota, pungutan atau retribusi merupakan sumber 

pendapatan yang sangat penting; hasil pungutan mencapai setengah dari 

seluruh pendapatan daerah.60 Ditingkat propinsi, pendapatan dari retribusi 

mencapai Rp 38 milyar pada tahun 1983/1984, setara dengan 9% 

6~ick Devas, Et,al. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Universitas 
Indonesia (UI-Press). 1989. Hal 91. 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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i 
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penerimaan daerah sendiri, atau sekitar 2% dari penerimaan total prop: 

Penerimaan dari dinas menyumbang sekitar 5% pada penerimaan pro¢". 

sendiri 1% dari penerimaan total propinsi. Retribusi menghasilkan lebih C;:_ 

dua kali lipat jumlah ini bagi kabupaten atau kota dari pada propinsi: Rp i 

milyar pada tahun 198311984, setara dengan 49% dari penerirra 

kabupaten I kota sendiri, atau sekitar 5% dari penerimaan total kabupate'" 

kota.61 

Untuk kabupaten I kota, sumber penerimaan terbesar adalah pa~ 

rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan terminal bis atau taksi; keern;:-o 

sumber ini menghasilkan lebih dari setengah penerimaan total punglf.z-

Sumber lain yang juga cukup besar ialah parkir mobil, lampu ja·-~ 

(keduanya digolongkan kedalam "lain-lain"). Uang tambat, pungutan un~ 

surat izin memetik hasil pertanian, hasil hutan, hasil laut , dan uang 12=::. 

usaha. 62 

Penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu Pendapatan I.: 

Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri pe--, 

terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian bet-=-. 

biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegia~ 
l 

pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otono-

l 
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 1 

:~Nick Devas. Et,al. Ibid Hal97. 
Nick D:vas. Et,al. Ibid Hal 92. 
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Disamping itu pula dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan juga memiliki 

kemandirian yang lebih besar. Akan t~tapi, saat ini masih banyak yang 

dihadapi pemerintah daerah terk3it dengan upaya meningkatkan penerimaan 

daerah antara lain :63 

a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang 

dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga 

menimbulkan fiscal gap. 

b. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan 

produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada 

masyarRkat clirespcn secara negatif. 

c. Lemahnya infrastuktur prasarana dan sarana umum. 

d. Beri<urangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak 

mencukupi). 

e. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya. 

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatannya dari sektor-sektor lainnya yang dapat menunjang 

kenaikan pendapatan daerah, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dan juga 

63 Abdul Halim. Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: (UPP) YKPN. 
2004. Hal 128. 

I • 
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meningkatkan kinerja dalam berotonomi serta keleluasaan daer~· 

(local discretion). 

C. Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karer· 

penulis mengumpulkan data I informasi kemudian membandingkan deng~ 

kenyataan yang ada di lapangan agar mendapat hubungan timbal ba~ 

antara teori dengan data' dan informasi. 

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitia· 

deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenome:-~ 

sosial yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu tc 

seperti apa adanya.66 Dalam penelitian ini berusaha menggambar~G-

fenomena dan fakta sehubungan dengan masalah penelitian yang dipero~:'" 

secara objektif dilapangan yaitu bagaimana implementasi kebijak.a-

pengelolaan retribusi pasar di Pasar Kemiri Muka Kota Depok. 

Penelitian ini dilakukan pad a salah satu pasar diantara tujuh pas3" _ 

yang dikelola oleh Dinas Pengelola Pasar Kota Depok, yaitu Pasar Kerr.·:

Muka. Alasan pemilihan lokasi ini antara lain : 

. 

a. Aktifitas pasar yang berlangsung selama 24 jam dalam seti:; · 

harinya. 

------------------
.. "P~setya lrawan. Log ilea dan Prosedur Penelitian. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu 

Adrmmstrasi LAN Press. 2004. Hal 60. 

,, 
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b. Lokasi pasar di pusat kota dan berdekatan dengan pusat-pusat 

perbelanjaan yang modern ( super market ). 

c. Dari tempat berdagangnya mayoritas lemprakan atau kaki lima, 

sehingga kawasan pasar rentan terhadap perubahan fungsi. 

Waktu penelitian dalam skripsi ini di mulai pada bulan Januari sampai 

dengan bulan Mei tahun 2006. berdasarkan dari dimensi waktunya penelitian 

ini termasuk jenis penelitian Cross-Sectional. Penelitian Cross-Sectional 

adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini 

hanya digunakan dalam waktu yang tertentu saja , dan tidak akan dilakukan 

penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.67 Berdasarkan 

teknik pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian 

lapangan. Mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan sekaligus pencatatan 

secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam melakukan 

67Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 2005. Hal 62. 

I 

I 
I, 
I· 
j 
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observasi sangat dibutuhkan ketelitian untuk bisa mendapafrz 

data yang relevan 

b. Wawancara 

Wawancara sangat diperlukan dalam menggali suatu inforTTlZ"

dalam suatu penelitian. Mengingat dalam penelitian ini penE::. 

menggunakan pendekatan kualitatif, maka wawancara san-:;: 

dibutuhkan, karena dalam metode kualitatif banyak data ya-:: 

diinterpretasikan dengan kalimat baik lisan maupun tulisa-_ 

Dalam hal ini pewawancara disebut dengan interview.-::-

sedangkan orang yang diwawancarai disebut deng:;-

interviewee. 67 

c. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi juga diperlukan dalam suatu penelitia-_: 

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan pendeka8-

kualitatif, maka studi dokumentasi juga diperlukan untl~ , 

mendapatkan data dari kajian-kajian sebelumnya, atau jl.};= : , 
I 

untuk memperoleh data dalam bentuk gambar, grafik maup~ 

yang lainnya. 
I 

Setelah pengumpulan data telah terkumpul, maka proses selanjutnr= 

dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul. Anans~ : 

67
Husaini Usman dan Pumomo Setil\di Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bur:.i 

Aksara. Hal 58. . 
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data merupakan proses mengorganisasii<an dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis ke~a seperti yang disaiankan oleh data.68 Proses 

analisa data hasil penelitian dimulai dengan menelaah data yang diperoleh 

dari berbagai sumber I informasi. Data yang telah terkumpul melalui studi 

kepustakaan kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud 

serta maknanya , dan kemudian dihubungkannya dengan masalah penelitian. 

Hasil dari wawancara yang berisikan tanggapan-tanggapan dari informan 

yang diwawancarai, akan dicatat dan disusun dalam beberapa kategori. 

Kategori-kategori yang akan dikelompokan kedalam beberapa bagian 

sehingga dapat dilihat bentuk pola dan temanya. Setelah dikumpulkan baru 

kemudian- data- data tersebut dianalisis dan ditafsirkan. 

Mengingat keterbatasan biaya, vJaktu, tenaga dan kemampuan yang 

dimiliki dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan-batasan, yaitu: 

• Materi yang dikaji hanya meliputi kebijakan pengelolaan 

retribusi pasar 

• Kajian yang dilakukan hanya pada Pasar Kemiri Muka Kota 

Depok, oleh karena itu hasil penelitian hanya berlaku pada 

lokasi penelitian. 

68Lexy J Moeloeng. Metodologi Penelitian Kuantitatif(Edisi Revisi). Banciung: PT. Remaja 
Rosda Karya. 2006. Hal 280. 
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D. Operasionalisasi Konsep. 

Variabel 

Kebijakan 

Tabel2.1 
Operasionalisasi Konsep Penelitian 

Dimensi lndikator 

lmplementasi Perencanaan 
Kebijakan 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

' 

Pertanyaan 

1. Dalam pemungutan retribusi 
pasar, instansi apa saja yang 
terlibat? 

2. Peraturan apa saja yang 
mengatur pol a kerjasama 
instansi tersebut ? 

3. Siapakah yang menentukan 
target retribusi pasar? 

1. Bagaimana pola kerjasama 
antar instansi dalam 
pemungtan retribusi pasar di 
Kota Depok? 

2. Bagaimana bentuk 
pertanggungjawaban d:ui 
tiap-tiap instansi yang 
berhubungan dengan 
masalah retribusi pasar? 

3. Bagaimana sistem 
pemungutan dan penyetoran 
retribusi pasar di Pasar 
Kemiri Muka ini ? 

4. Bagaimana upaya 
pengelolaan retribusi pasar 
dari aspek teknis seperti 
penataan lokasi berdagang, 
pencetakan karcis, dll ? 

5. Kendala apa saja dalam 
pemungutan retribusi dari 
subjek retribusi maupun dari 
petugasnya ? 

1. Bagaimana sistem 
pengawasan yang ada terhadap 
retribusi pasar di pasar ini ? . 

2. Bagaimana evaluasi terhadap 
sistem tersebut ? 

3. Siapa yang melakuka~-

-
= 

I 
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pengawasan terhadap 
pengelolaan pasar ? 

4. Bagaimana pengawasan 
terhadap pemungutan dan 
penggunaan karcis retribusi 
pasar? -
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BAB Ill 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kondisi Perekonomian Kota Depok 

A.1. Perdagangan 

Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak di minati 

' 
oleh semua kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara 

informal maupun formal. Perusahaan perdagangan yang mempunyai SIUP 

tahun 2004 sekitar 791 perusahaan. Besarnya PAD Kota Depok dapat 

tercermin melalui besarnya investasi yang ditanamkan di Kota Depok 

menurut jenis komoditi, jenis investasi dan tenaga kerjanya. P6rdagangan 

luar negeri digambarkan oleh adanya kegiatan ekspor dan impor. Volume 

ekspor Kota Depok tahun 2005 sebesar 138.077.983 Kgs. Volume ekspor 

tersebar adalah ke Jepang, dengan volume 57.133.944,23 Kgs, kemudian ke 

Taiwan (45.209.215 Kgs). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun 2005 

adalah Rp 492.823.537.557,00 dari PAD Rp. 64.060.869.669,00. Dimana dari 

dana yang tersedia dialokasikan untuk biaya aparatur daerah sebesar 

30,78%, dan untuk pelayanan publik 69,22%. 

Adanya sektor perbankan juga menambah kegiatan ekonomi Kota 

Depok. Dimana jumlah Bank yang ada di Kota Depok pada tahun 2004 

sebanyak 22 ~ank dengan rincian Bank pemerintah 4 buah, Bank Swasta 

i 
i;; 

I' ,, 
!' 

1: 
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Nasional 16 buah dan Bank Pembangunan Daerah 2 buah, dengan besaran 

dana yang ada seluruhnya adalah 29.901.302 juta rupiah. 

Selain sektor perbankan di Kota Depok juga memiliki koperasi. Jumlah 

pembentukan koperasi di Kota Depok tahun 2005 ada 39 koperasi. Koperasi 

merupakan kegiatan ekonomi dapat membantu aktifitas ekonomi rakyat pada 

tingkat kelurahan. 

A.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional i , 

Brute (PDRB) daerah tersebut. Nilai PDRB ini disajikan atas dasar harga ·' 

berlaku yaitu dengan memperhitungkan pengaruh harga dan atas dasar 

harga konstan yaitu dengan menghilangkan pengaruh harga. Penyajian 

PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan perubahan PDRB tanpa 

dipengaruhi oleh perubahan harga yang qiasanya cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. 

Ditinjau atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Depok tahun 2004 

meningkat dibanding tahun 2003 yaitu dari Rp 5.556,- milyar pada tahun 

2003 menjadi Rp 6.314,- milyar pada tahun 2004. Sedangkan atas dasar 

harga konstan mengalami peningkatan dari Rp 4.167,- milyar tahun 2003. 

Selain pengelompokan atas sektor lapangan usaha , biasanya nilai 

PDRB juga disajikan atas kelompok sektor ekonomi yang terdiri atas : · 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atatJ 

bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam 

seperti tanah ~an deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok iri 

adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian. 

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan· mentah atau 

bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor 

Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini 

mencakup sektor lndustri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Nr 

Minum, dan sektor Konstruksi. 

3. Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak 

rnemproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor 

yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, 

Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan 

lainnya, dan jasa-jasa. 

A.3. Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan indikator untuk 

mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. lndikator ini menunjukan 

naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu 

daerah tersebut. 

Untuk tahun 2004, laju pertumbuhan PDRB Kota Depok atas dasar 

harga berlaku meningkat 13,65 persen. Untuk atas dasar harga konstan 
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2000, Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 

6,41 persen. 

Tabel3.3. 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001-2'004. 

KELOMPOK SEKTOR I SEKTOR 2001 2002 2003 2004 
A. PRIMER 3,04 3,58 2,23 4,24 
PERT AN IAN 3,04 3,58 2,23 4,24 
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN - - - -
B. SEKUNDER 6,78 7,60 6,88 6,94 
INDUSTRI PENGOLAHAN 7,04 8,57 7,21 7,27 
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 4,20 3,87 5,62 5,66 
BANGUNAN/KONSTRUKSI 6,64 3,84 5,54 5,58 
C. TERSIER 5,21 4,76 5,98 6,02 
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,59 2,67 5,87 5,91 
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 3,73 15,38 6,95 6,83 
BANK &LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 5,04 6,69 7,99 8,07 
JASA-JASA 4,77 5,21 4,78 4,83 
PDRB KOTA DEPOK 5,89 6,10 6,29 6,41 
PDRB PROPINSI JAWA BARAT 4,93 4,14 5,12 5,94 

Sumber: BPS Kota Depok 

Dilihat dari kelompok sektor, semua kelompok mengalami 

peningkatan. Kelompok sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah 

kelompok sekunder sebesar 6,94 persen diikuti kelompok Tersier sebesar 

6,02 persen dan Kelompok Primer sebesar 4,24 persen. 

A.4. Struktur Ekonomi 

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan 

masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. 

Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh 

sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu 

dengan melihat perkembangan suatu sektor dalam kurun waktu tertentu akan 
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kurang tepat tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB t 
secara keseluruhan der.gan kurun waktu yang sama. Jadi kontribusi ini dapat 

dianggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat perkembangan 

sektoral dengan lebih teliti, dalam arti lain jika peranan suatu sektor besar 

dan te~adi perubahan kecil saja dalam sektor tersebut, maka akan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan ekonomi daerah . 

tersebut. Sebaliknya jika peranan suatu sektor kecil dan terjadi perubahan 

baik besar maupun kecil dalam sektor tersebut, maka pengaruh yang ' 

diakibatkan kurang signifikan terhadap perubahan ekonomi suatu daerah 

terse but. 

Tabel 3.4. 
Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2000-2004 
KELOMPOK SEKTORI SEKTOR 2000 2001 2002 200:S 2004 
A. PRIMER 4,02 3,84 3,92 3,59 3,24 

PERTANIAN 4,02 3,84 3,92 3,59 3,24 
PERTAMBANGAN DAN - - - - -
PENGGALIAN 
B. SEKUNDER 48,52 47,93 48,15 48,60 48,73 
INDUSTRI PENGOLAHAN 38,45 38,24 38,38 38,37 38,63 
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 3,47 3,37 3,97 4,35 4,10 
BANGUNAN/KONSTRUKSI 6,60 6,33 5,81 5,88 6,00 
C. TERSIER 47,46 48,23 47,93 47,81 48,03 
PERDAGANGAN,HOTEL& 30,49 30,61 30,54 30,50 30,68 
RESTO RAN 
PENGANGKUTAN DAN 5,04 5,48 5,72 5,67 5,66 
KOMUNIKASI 
BANK & LEMBAGA KEUANGAN 3,80 3,82 3,65 3,65 3,67 
LAIN NYA 
JASA-JASA 8,12 8,32 8,02 7,99 8,02 

Sumber : BPS Kota Depok 
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Untuk kelompok sektor primer selama kurun waktu 2003-2004 

menurun dari 3,59 persen menjadi 3,24 persen dengan perubahan sebesar 

9,75 persen. Penurunan kontribusi kelompok sektor ini karena beralih ke 

sektor sekunder. 

Pad a kelompok sektor sekunder meningkat peranannya· selama kurun 

waktu 2003-2004 yaitu dari 48,60 persen menjadi 48,73 persen dengan 

peningkatan sebesar 0,27 persen. Keadaan ini dipengaruhi oleh peningkatan 

peranan sektor lndustri Pengolahan dari 38,37 persen menjadi 38,63 persen 

dengan perubahan 0,68 persen. Kontribusi sektor Konstruksi naik dari 5,88 

persen menjadi 6,00 persen, sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air Minum 

sedikit turun dari 4,35 persen menjadi 4,10 persen. 

Pada kelompok Tersier terjadi peningkatan peranan yaitu dari 47,81 

persen menjadi 48,03 persen dengan perubahan 0,46 persen. Sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran perananya naik dari 30,50 persen mel)jadi 

30,68 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi menurun dari 5,67 

persen menjadi 5,66 persen, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

naik sedikit dari 3,65 persen menjadi 3,67 persen, dan sektor Jasa-jasa 

meningkat dari 7,99 persen menjadi 8,02 persen. 

A.5. lndeks Harga lmplisit 

lndeks harga implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan 

perbandingan antara nilai produk atas da8ar harga berlaku dan atas dasar 

harga konstan, sedangkan perubahan lndeks Harga lmplisit mencerminkan 
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tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode. Perubahan lndeks Harga 

lmplisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang 

menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti lndeks 

Harga Konsumen (IHK) atau lndeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini 

disebabkan lndeks Harga lmplisit sudah mewakili seluruh jenis harga yaitu 

harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran 

dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang 

dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. 

Di Kota Depok pada tahun 2004 telah terjadi inflasi (perubahan lndeks 

Harga lmplisit) berbagai jenis produk sebesar 6,80 persen. Sektor yang 

mengalami inflasi terbesar adalah sektor Bangunan/Konstruksi sebesar 9,79 

persen, sedangkan yang terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum 

sebesar 1,38 persen. Untuk kelompok sector, inflasi terbesar adalah sektor 

Tersier sebesar 7,70 persen, kedua sektor Sekunder 6,56 persen, sedangkan 

yang terendah sektor Primer 1,68 persen. 
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Tabel3.5. 
lndeks Harga lmplisit PDRB Kota Depok dan P[')RB Propinsi Jawa Barat 

Tahun 2000-2004 

KELOMPOK SEKTORISEKTOR 2000 2001 2002 2003 2004 
A. PRIMER 100,CO 109,45 127,17 130,36 128,17 
PERT AN IAN 100,00 109,45 127,17 130,36 128,17 
PERTAMBANGAN DAN - - - - -
PENGGALIAN 
B. SEKUNDER 100,00 109,20 120,35 129,84 138,36 
INDUSTRI PENGOLAHAN 100,00 109,66 119,67 127,49 136,01 
LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 100,00 109,80 147,12 174,51 176,92 
BANGU NAN/KOSTRUKSI 100,00 106,19 110,78 121,41 133,30 
C. TERSIER 100,00 114,02 127,71 137,34 147,91 
PERDAGANGAN,HOTEL& 100,00 112,21 128,73 138,74 149,77 
RESTO RAN 
PENGANGKUTAN DAN 100,00 123,68 132,20 139,96 148,52 
KOMUNIKASI 
BANK & LEMBAGA KEUANGAN 100,00 112,94 119,29 126,31 133,61 
LAIN NYA 
JASA-JASA 100,00 115,44 124,95 135,72 147,73 
PDRB KOTA DEPOK 100,00 111,48 124,04 133,34 142,41 
PDRB PROPINSI JAWA BARAT 100,00 108,28 116,43 124,91 131,80 

Sumber: BPS Kota Depok 

A.6. PDRB Perkapita 

Nilai PDRB perkapita dari nilai PDRB dibagi penduduk pertengahan 

tahun. Nilai ini menunjukan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima 

oleh setiap penduduk daerah tersebut. Nilai ini sangat tergantung dari jumlah 

penduduk pertenghan tahun, artinya jika jumlah penduduk daerah tersebut 

banyak, maka PDRB perkapita yang menjadi kecil, sebaliknya jika daerah 

tersebut berpenduduk sedikit, maka PDRB perkapita besar. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian selama ini adalah bahwa 

pendapatan yang dimaksud dalam PDRB menganut kepada konsep "product 
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originated". PDRB perkapita Kota Depok atas dasar hcuga berlaku 

menunjukan kenaikan dari Rp 4.374.591,- pada tahun 2003 menjadi Rp 

4.813.938,- pada tahun 2004 atau meningkat 10,04 persen. Nilai ini masih 

dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika pengaruh harga dihilangkan, maka 

PDRB perkapita Kota Depok mengalami peningkatan dari RP 3.280.844,

pada tahun 2003 mnjadi Rp 3.380.343,- pada tahun 2004 atau naik 3,03 

persen. 

B. Pasar Daerah dan Struktur Dinas Pengelola Pasar Kota Depok 

8.1. Pasar Daerah Kota Depok. 

Kegiatan perekonomian terutama sektor perdagangan merupakan 

kegiatan dan transaksi terhadap barang-barang primer, sekunder dan tersier 

bagi masyarakat di wilayah Kota Depok. Kegiatan tersebut berlangsung 

karena adanya permintaan barang dan jasa disatu pihak dan adanya 

pemenuhan kebutuhan dilain pihak. Pelaksaan kegiatan ~imaksud salah 

satunya berada di pasar, yaitu pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Depok. 

Pemerintah Kota Depok memiliki 8 buah pasar yang tersebar di 6 

kecamatan yang ada di wilayah Kota Depok. Masing-masing struktur pasar 

berbeda menu rut jenis I kelas pasarnya. 
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Tabel3.6. 
Kelas Pasar, Fasilitas Pasar, Luas Pasar dan Besarnya tarif Pasar di 

Kota Depok Tahun 2005 

Kelas/jenis pasar Fasilitas pasar Luas M2 Tarif 
Kelas I 

1. Kemiri Muka a. Kios 0-5 1.500,-/hari 
2. Cisalak 6-10 2.000,-/hari 
3. Agung 11-15 2.500,-/hari 

16-20 3. 000, -/hari 
b. Los/Counter 2000,-/hari 
c. Tenda/Lemprakan 1.500,-/hari 
d. Radius 300 M 1 000,-/hari 
e.MCK 500,-/1 kali 
f. Kebersihan 1.000,-/hari 

Kelas II 
1. Tugu a. Kios 0-5 1.000,-/hari 
2. Sukatani 6-10 1.500,-/hari 
3. Musi 11-15 2.000,-/hari 

16-20 2.500,-/hari 
b. Los/Counter 1.500,-/hari 
c. Tcnda/Lemprakan 1.000,-/hari 
d. Radius 30Q M 750,-/hari 
e. MCK 500,-/1 kali 
f. Kebersihan 1.000,-/hari 

Kelas Ill 
1. Renijaya a. Kios 0-5 750,-/hari 
2. UKM Ujung 6-10 1.000,-/hari 

Proklamasi 11-15 1.500,-/hari 
16-20 2.000,-/hari 

b. Los/Counter 1.000,-/hari 
c. Tenda/Lemprakan 750,-/hari 
d. Radius 300 M 500,-/hari 
e. MCK 500,-/1 kali 
f. Kebersihan 1.000,-/hari 

Sumber : Dinas Pengelola Pasar Kota Depok 

8.2 Struktur Dinas Pengelola Pasar Kota Depok 

65 

Pengelolaan pasar di Kota Depok dijalankan Oleh Dinas Pengelola 

Pasar yang masing-masing membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Pasar yang ada dalam setiap pasar. Susunan Organisasii 

' •I 

'~ 
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Dinas pengelola Pasar, telah diatur dalam pasal 62 P~raturan Daerah Kota 

Depok Nomor 16 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana 

dalam pasal 2 Keputusan Waliota Depok Nomor 1 0 tahun 2004 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Dinas Pengelola Pasar, maka 

Unsur organisasi Dinas Pengelola Pasar terdiri atas : 

' 
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengelolaan 

Pasar, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dibentuk sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dalam Dinas Pengelola Pasar Kota Depok, masing-masing UPTD 

membawahi beberapa pasar yang terbagi dalam 4 UPTD yaitu : 

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kemiri Muka. 

UPTD ini membawahi dua pasar yaitu Pasar Kemiri Muka sendiri 

dan Pasar Renijaya. 

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Agung. 

UPTD ini membawahi tiga pasar yaitu Pasar agung, Pasar Musi 

dan Pasar UKM Ujung Proklamasi. 

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Cisalak. 

UPTD ini membawahi dua Pasar yaitu Pasar Cisalak dan juga 

Pasar Sukatani. 
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d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Tugu 

UPTD ini hanya membawahi satu Pasar saja yaitu Pasar Tugu. 

C. Pasar Kemiri Muka dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pasar Kemiri 

Muka. 

C.1. Pasar Kemiri Muka 

Pasar Kemiri Muka merupakan salah satu pasar daerah yang ada di 

' 

Kota Depok. Pasar ini berdiri sekitar pada tahun 1989 yang dahulu 

merupakan pindahan dari pasar lama (JI.Dewi Sartika). Pasar ini berdiri ,. 

diatas tanah Pemda Kota Depok seluas 26.000 M2. yang dahulunya 

merupakan kawasan tanah kosong. 

Pasar ini terletak dikawasan yang sangat strategis, karena terdapat di 

pusat kota Depok dan juga terbesar dari ketujuh pasar yang ada. Pasar ini 

juga termasuk jenis Pasar Kelas I dan juga aktifitasnya yang ramai setiap 

harinya. Tabel berikut memperli~atkan fasilitas yang ada di pasar ini. 

Tabel3.7. 
Fasilitas pasar di Pasar kemiri Muka 

Fasilitas Jumlah 
Los 480 
Kios 523 
Lemprakan 1313 
MCK 6 
Musholla -
Wartel -
Kantor UPTD 1 

Sumber : Dinas Pengelola P2sar Kota Depok 
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Pasar ini dikelola dibawah Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasar Kemiri Muka. Dikantor UPTD Pasar Kemiri Muka ini memiliki jumlah 

pegawai r~tribusi pasar 2 orang statusnya PNS, 9 orang kontrak dari Pemda, 

dan 3 orang sl.!karela. Sedangkan jumlah pegawai dari retribusi kebersihan 

dan ketertiban pasar masing-masing berjumlah 12 orang pegawai kebersihan 

1 pesapon, sedangkan jumlah pegawai ketertiban pasar berjumlah 33 orang. 

Tabel3.8. 
Jumlah Potensi yang ada di Pasar Kemiri Muka 

Jenis Potensi Potensi Buka Potensi 
tern pat Tutup 
Kios 523 Unit 298 Unit 225 Unit 
los 480 Unit 338 Unit 142 Unit 
Radius 237 Unit 200 Unit 37 Unit 
lemprakan 1313 Unit 782 Unit 531 Unit 

Sumber : Dinas Pengelola Pasar Kota Depok 

C.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kemiri Muka 

Di Pasar Kemiri Muka masalah pengelolaan pasar menjadi 

kewenangan sepenuhnya dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar 

kemiri Muka, karena UPTD ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

sebagaian tugas dinas di bidang pengelolaan pasar dan juga melaksanakan 

tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala dinas. 

Disamping memiliki tugas pokok, UPTD ini mempunyai fungsi: 

a. Menyusun dan merumuskan program kerja UPTD dibidang 

Pengelolaan Pasar berdasarkan petunjuk dan kebijaksaan .Kepada 

Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 
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b. Melaksanakan kebijakan teknis dinas dibidang Pemungutan Retribusi 

Pasar; 

c. Mengelenggarakan, 

pengelolaan pasar; 

mengkordinasikan dan mengendalikan 

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap para 

pedagang; 

e. Menyelenggarakan ketatausahaan UTD; 

f. Memfasilitasi dalam penyelesaian hak dan kewajiban pedagang; 

g. Melaksanakan pengamanan dan penertiban pasar. 

Disamping membawahi pasar Kemiri Muka, UPTD ini juga membawahi 

pasar Renijaya. Untuk memperlancar tugas-tugas keseharian dalam 

mengelola pasar, maka UPTD ini mempunyai struktur organisasi yang 

berfungsi untuk mengelolanya. Struktur organisasi dari UPTD Pasar Kemiri 

Muka sesuai dengan Keputusan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tugu, Cisalak, Agung dan Kemiri Muka pada 

Dinas Pasar terdiri dari : 

Pertama, Pimpinan. Pimpinan mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam 

melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan pasar serta tugas 

pembentukan yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

,, 
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Kedua, Tat~ Usaha. Bagian ini mempunya1 tugas pokok membantu 

kepada UPTD dalam pengelolaan dan penyusunan dibidang administrasi 

umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Disamping 

tugas pokok, bagian ini juga mempunyai fungsi : menyususn program keija t 
UPTD; mengkorrdinasikan dan menyiapkan bahan penyususnsn program 

·kerja UPTD; penyelenggaraan urusan administrasi surat menyura~ 

kearsipan, kepegawaian, keuangan, menyelenggarakan upaya terciptanya 

tertib administrasi dan tertib kerja bagi seluruhsatuan organisasi dilingkungan 

UPTD; dan sebagainya. 

Ketiga, Pelaksana. Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan 

seluruh kebijakan UPTD dibidang Pengelolaan Pasar. Disamping mempunyai 

tugas pokok, pelaksana juga mempunyai tugas : melaksanakan pengawasan 

dan pemungutan retribusi perparkiran, melaksanakan pengawasan dan 

pengelolaan kP;bersihan dilingkungn pasar, menyetorkan seluruh hasil 

pemungutanretribusi kepada Dinas melalui Kepala UPTD; melaksanakan dan 

mengkoordinasikan Pengamanan dan penertiban dilingkungan pasar, 

melaporkan seluruh pelaksanaan tugas setiap hari kepada Kepala UPTD. 

D. landasan Hukum Pelaksanaan Retribusi Pasar 

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat diperoleh 

dari layanan yang diberikan oleh daerah dalam menarik pemasukan terhadap 

keuangan daerahnya. Retribusi dalam pelaksanaannya diatur dengan 

berdasarkan perangkat hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang. 
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Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi 

melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum 

yang jelas yaitu dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. 

Hal ini menunjukan adanya persamaan antara pajak dan ·retribusi, yaitu 

pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada 

aturan hukum yang jelas dan kuat. Dalam pelaksanaan pemungtan retribusi 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakaan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. Jasa dalam hal ini yaitu atas kegiatan dari pemerintah daerah 

tersebut dalam · memberikan pe~ayanan kepada masyarakat yang telah 

dinikmati oleh masyarakat. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa 

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya, dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan 

bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan 

oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah 

daerah dapat dipungut retr:businya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang 

menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jas_a 

I 

·I 
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tersebut daapat dikelompokan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa 

usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga 

kelompok jasa yaitu : 

a. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untul< tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum 

antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan 

persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa 

urusan pemerintahan. 

b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain 

me!iputi penyewaan asset yang dimiliki I dikuasai oleh pemerintah 

daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, 

tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. 

c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan atas ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tewrtentu 

guna melindungi kepentinngan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk 
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mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah 

tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi 

tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan 

biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber 

penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu 

masih dipungut retribusi. 

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat 

dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi 

dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip-prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang

Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi dibagi atas tiga 

golongan yaitu : 

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang 

disediakan atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang telah 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 
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c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan 

tertentu pemerintah daerah daiam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungnan. 

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 

dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

berdasarkan criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan 

retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta 

ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepasdtian bagi 

masyarakat dan disesuaikan dengan · kebutu.han nyata daerah yang 

bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi tertentu dengan peraturan 

pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan 

kewenangan pemerintah daerah, tetapi memerlukan koordinasi dengan 

insatansi-instansi teknis terkait. 

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi 

perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kebupaten· I kota 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
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Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk 

daerah propinsi dan kabupaten I kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa I 

pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing

masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi jasa umum 

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah 

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 

3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan criteria berikut ini : 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan b.ersifat bukan 

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

b. Jasa yangn bersangkutan merupakan kewenangan daerah 

dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 

c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang 

pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, 

disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan 

umum. 

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi 
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e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan 

nasional mengenai penyelenggaraannya. 

f. Retribusi tersebut dapat dipungut sccara efektif dan efisien 

serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial. 

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa 

' 
tersebut dengan tingkat da atau kualitas pelayanan yang 

lebih baik. 

Jenis-jenis jasa umu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, diantaranya meliputi : 

a. retribusi pelayanan kesehatan 

b. retribusi pelayanan persampahan I kebersjhan 

c. retribusi penggantian biaya cetek KTP dan akta catatan sipil 

d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 

f. retribusi pelayanan pasar 

g. retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. retribusi pengujian kapal perikanan. 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
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dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa 

usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pamerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersil yang ada meliputi, pelayanan 

dengan menggunakan I memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal dan juga pelayanan oleh pemerintah daerah 

' 
sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. 

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa 

khusus, dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk 

menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandan~ sesuai dengan 

daerahnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 

menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi 

daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta 

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang 

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan 

pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi 

daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Retribusi lainnya antara lain penerimaan negara bukan retribusi 

yang telah diserahkan kepada daerah. 
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Tingkat penggunaan jasa retribusi dapat dinyatakan sebagai kuantitas 

penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah 

untuk penyelenggaraan jasa yang persangkutan, misalnya beberapa kali 

masuk tempat rekreasi, berapa kali I berapa jam parkir kendaraan, dan 

sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan 

mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir 

berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang 

ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif 

dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai 

golongan tarif sesuai dengnan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Tarif retribusi 

ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran 

penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif 

retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut, 

dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah 

berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. 

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda 

antargolongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

Pasal 8 sampai 10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah 

ditentukan sebagai berikut : 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



79 

a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan 

daerah dengan memperhitungkan biaya penyediaan jasa 

yang bersangkutan, kemampuan . masyarakat, dan aspek 

ke.adilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan 

dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap 

memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 

masyarakat. Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai 

kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang 

dicap3i dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti 

untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu 

golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis 

pelayanan yang diberikan. Dengan jasa demikian, prinsip 

dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat 

berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang 

bersangkutan dan golongan pengguna jasa. 

b. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti 

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 

sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada 
. ' 
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berorientasi pada harga pasar. Tariff retribusi jasa usaha 

ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai 

keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat 

dianggap memadai jika jasa bersangkutan diselenggarakan 

oleh sektor swasta. 

c. Tariff retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan 

' 
pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang besangkutan. Tariff 

retibusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau 

seluruh perkiraan biayaq yang diperlukan untuk menyediakan 

jasa yang bersangnkutan. 

Dalam pemungtan terhadap retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya 

seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah 

daerah tidak boleh bekerja sama dengan pikah ketiga. Dengan sangat 

selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat 

mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas 

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan 

pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



81 

adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan 

penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusf. Dokumen lain 

yang dipersamakan , antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu 

langgana. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak 

atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 

Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan atau sanksi adminuistrasi berupa denda dan bunga. Tata cara 

pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. 

Pengaturan rr..engenai retribusi khususnya yang berkenaan dengan 

pengelolaan pasar di Kota Depok yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar. Dalam Peraturan 

Daerah tersebut tersurat beberapa aturan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar yang menjadi salah satu sumber 

pendapatan bagi Kota Depok. 

Dilihat dari bentuk pelayanan pasarnya, pelayanan pasar yang ada di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok merupakan salah satu pasar tradisional yang 

dimiliki oleh pemerintah Kota .Depok, serta apabila menurut jenis 

:... 
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klasifikasinya pasar tersebut sebagai jenis pasar kelas I. Alasan ini sesuai 

dengar. klasifikasi yang disandangnya, yaitu mengingat pasar ini terletak 

dipusat kota, juga dari tingkat mo~ilitas dengan pembeli yang cukup tinggi. 

Retribusi pelayanan pasar termasuk kedalam golongan retribusi jasa 

umum. Retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran 

atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los I counter, 

lemprakan, MCK, keamanan, kebersihan, perparkiran, bongkar muat barang 

dan bentuk lainnya yangn dikelola oleh pemerintah Kota Depok. 

Objek retribusinya meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang 

berupa kios, los I counter, lemprakan, MCK, kebersihan, dan fasilitas lainnya 

yang disediakan untuk berdagang serta tempat bongkar muat dagangan. 

Subjek dari retribusi tersebut adalah setiap orang atau badan yang 

mampergunakan jasa pelayanan pasar tersebut. Dalam pemakaian jasa 

retribusi, tiongkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, tempat 

dan kelas pasar yang digunakan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan 

strukturdan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya 

penyelenggaraan, pelayanan serta fasilitas pasar dengan 

mempertimbangkan kemampuan masyarakat. 

• 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR Dl 

PASAR KEM!RI MUKA KOTA DEPOK 

A. Retribusi Pasar di Pasar Kemiri Muka Kota Depok 

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak salah 

satunya dalam hal memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok, retribusi pelayanan pasar 

merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa kios, los I 

counter, lemprakan, MCK, kebersihan, keamanan, perparkiran, bongkar muat 

dagangan dan dalam b~ntuk yang lainnya yang dikelola oleh pemerintah kota 

Depok. 

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat 

serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan 

penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pendapatan dari 

retribusi pasar. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut S3iah 

' I 
i 
I 
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satunya bersumber dari kewenangan pengelolaan retribusi pasar di pasar 

Kemiri Muka Kota Depok. 

Kewenangan dalam hal pengelolaan retribusi pasar di Pasar Kemiri 

Muka menjadi kewenangan sepenuhnya dari UPTD Pasar Kemiri Muka Kota 

Depok dalam mengelola jenis retribusi yang ada. Dalam pengelolaan ini 

UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar. Mengingat status 

pasar Kemiri Muka sebagai pasar kelas I, maka pasar ini merupakan jenis 

pasar yang berskala besar dalam ukuran wilayah Kota Depok. 

Pelayanan penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Kemiri Muka 

meliputi fisik bangunan pasar seperti kios, los I counter, lemprakan, MCK, 

parkir, usaha bongkar muat. Dari semua pelayanan yang ada kemudian 

diuraikan lagi menjadi beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh UPTD 

Pasar Kemiri Muka tersebut. Jenis retribusi tersebut meliputi; kebersihan, 

MCK, bangunan pasar seperti los, kios, lemprakan, parkir, bongkar muat, 

radius pasar dan juga radius kebersihan. 

Masing-masing jenis retribusi yang ada, dipungut berdasarkan 

Peraturan yang ada, yaitu bertumpu pada Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan pasar. Retribusi Pengelolaan 

Pasar ini mempunyai tarif dan struktur pendapatan yang berbeda-beda, dan 

apabila dilihat dari tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, 

tempat yang digunakan.Retribusi Pelayanan Pasar ini tergolong ·sebagai 

retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam pe~etapan struktur dan 
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besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaran, 
r 

pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan 

masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemungutan retribusi pasar, 

masing-masing pasar mempunyai UPTD yang berfungsi · melaksanakan 

sebagian tugas dari Dinas Pengelola Pasar. Dalam menyelenggarakan 

' 
tugasnya UPTD Pasar Kemiri Muka dibantu oleh bagian urusan Tata Usaha 

dan Pelaksana yang terdiri dari pengawas dan Petugas Pemungut retribusi 

Pelayanan Pasar, Pemungut Retribusi Perparkiran dan Bongkar Muat 

Barang, Pengawas dan Petugas kebersihan dalam Pasar, Koordinator dan 

Petugas Ketertiban dan Keamanan pasar dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dari keseluruhan pendapatan yang ditarik oleh petugas kemudian disetorkan 

kepada bagian Tata Usaha di UPTD Pasar Kemiri Muka tersebut. Setelah 

penghitungan pada UPT.D selesai, maka pihak UPTD akan menyetorkan 

kepada Dinas Pasar, kemudian Dinas Pasar akan menyetorkannya kepada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok. Dari semua pendapatan retribusi 

pasar tersebut semuanya disetor dan masuk ke kas daerah Kota Depok. 
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satunya bersumber dari kewenangan pengelolaan retribusi pasar di pasar 

Kemiri Muka Kota Depok. 

Kewenangan dalam hal pengelolaan retribusi pasar di Pasar Kemiri 

Muka menjadi kewenangan sepenuhnya dari UPTD Pasar Kemiri Muka Kota 

Depok dalam mengelola jenis retribusi yang ada. Dalam pengelolaan ini 

UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar. Mengingat status 

pasar Kemiri Muka sebagai pasar kelas I, maka pasar ini merupakan jenis 

pasar yang berskala besar dalam ukuran wilayah Kota Depok. 

Pelayanan penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Kemiri Muka 

meliputi fisik bangunan pasar seperti kios, los I counter, lemprakan, MCK, 

parkir, usaha bongkar muat. Dari semua pelayanan yang ada kemudian 

diuraikan lagi menjadi beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh UPTD 

Pasar Kemiri Muka tersebut. Jenis retribusi tersebut meliputi; kebersihan, 

MCK, bangunan pasar seperti los, kios: lemprakan, parkir, bongkar muat, 

radius pasar dan juga radius kebersihan. 

Masing-masing jenis retribusi yang ada, dipungut berdasarkan 

Peraturan yang ada, yaitu bertumpu pada Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan pasar. Retribusi Pengelolaan 

Pasar ini mempunyai tarif dan struktur pendapatan yang berbeda-beda, dan 

apabila dilihat dari tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, 

tempat yang digunakan.Retribusi Pelayanan Pasar ini tergolong ·sebagai 

retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam pe!letapan struktur dan 
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besarnya tarif retribusi dimaksudkan unluk menutupi biaya penyelenggaran, 

pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan 

masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemungutan retribusi pasar, 

masing-masing pasar mempunyai UPTD yang berfungsi · melaksanakan 

sebagian tugas dari Dinas Pengelola Pasar. Dalam menyelenggarakan 

' 
tugasnya UPTD Pasar Kemiri Muka dibantu oleh bagian urusan Tata Usaha 

dan Pelaksana yang terdiri dari pengawas dan Petugas Pemungut retribusi 

Pelayanan Pasar, Pemungut Retribusi Perparkiran dan Bongkar Muat 

Barang, Pengawas dan Petugas kebersihan dalam Pasar, Koordinator dan 

Petugas Ketertiban dan Keamanan pasar dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dari keseluruhan pendapatan yang ditarik oleh petugas kemudian disetorkan 

kepada bagian Tata Usaha di UPTD Pasar Kemiri Muka tersebut. Setelah 

penghitungan pada UPT.D selesai, maka pihak UPTD akan menyetorkan 

kepada Dinas Pasar, kemudian Dinas Pasar akan menyetorkannya kepada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok. Dari semua pendapatan retribusi 

pasar tersebut semuanya disetor dan masuk ke kas daerah Kota Depok. 
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Tabel4.1 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemiri 

Muka Kota Depok Tahun 2006 

Jenis Fasilitas Luas ( M2) Tarif ( Rp) 
a. Kios 0-5 1.500,-/hari 

6-10 2.000,-/hari 
11-15 2.500,-/hari 
16-20 3.000,-/hari 

b. Los I Counter - 2.000,-lhari 
c. Tenda I Lemprakan - 1.500,-lhari 
d. Radius 300 M - 1.000,-lhari 
e.MCK - 500,-/satu kali 
f. Kebersihan - 1.000,-/hari 

Sumber : UPTD Pasar Kemiri Muka Kota Depok 

Disamping pendapatan dari pelayanan retribusi pasar, pendapatan lain 

di Pasar Kemiri Muka juga diperoleh pendapatan yang lain. Pendapatan yzng 

dapat dipungut selain dari retribusi pelayanan pasar, juga berasal dari 

retribusi bongkar muat barang yang ada di pasar ini. 

Tabel4.2 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok . . 

Jenis Bongkar Muat Tarif ( Rp) 
Tronton 35.000,-/rit 
Truck Double 25.000,-/rit 
Truk Engkel 20.000,-/rit 
Colt I pick Up 15.000,-/rit 

Sumber: UPTD Pasar Kemiri Muka 
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Selain kedua sumber retribusi yang dipungut tersebut, di pasar Kemiri 

Muka juga ada pelayanan lain yang bisa dipungut retribusinya. Mengingat 

jumlah pengunjung ataupun pedagang yang daJang kepasar ini dengan 

membawa kendaraan, maka pelayanan yang lain dnpat juga ditarik dari 

retribusi parkir. Struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir yang ada 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Kendaraan rod a 4 Rp.1.000,- untuk 2 jam pertama 

2. Kendaraan roda 2 

Rp 500,- untuk tiap 1 jam berikutnya 

Rp 500,-untuk 2 jam pertama 

Rp 200,- untuk 1 jam berikutnya 

Retribusi tempat khusus park!r dan Bongkar Muat barang di pasar 

Kemiri Muka tergolong sebagai Golongan retribusi Jasa Usaha. Dari berbagai 

pelayanan yang adc3 di pasar Kemiri Muka diperoleh hasil pemungutan yang 

dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Depok. 

Mengingat pendapatan dari retribusi pasar secara keseluruhan yang ada di 

wilayah Kota Depok yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan selalu 

melebihi target yang ada, dan hanya target pada tahun 2001 yang tidak 

tercapai. 
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Tabel4.3 
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pengelola Pasar Kota Depok 

Tahun 2001 - 2005 

Tahun Target Realisasi Persen (%) 
2001 582.000.000 345.917.100 59,43 
2002 460.026.000 535.864.300 116,49 
2003 726.800.000 739.717.500 101,78 

~2004 1.724.556.480 1.782.549.400 . 103,36 
2005 2.239.020.000 2.241.981.000 100,13 

Sumber: Drnas Pendapatan Daerah Kota Depok 

88 

Perolehan pendapatan dari retribusi pasar yang dihimpun oleh Dinas 

Pasar Kota Depok dalam tah•Jn 2001 belum terpenuhi sesuai dengan target, 

hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum adanya perbaikan terhadap 

sarana dan prasarana serta belum adanya penambahan kios-kios baru. 

Teiapi setelah tahun 2001 yaitu antara tahun 2002 sampai 2005 perolehan 

pendapatan melebihi target karena adanya penambahan kios-kios baru 

khususnya di Pasar Agung. Namun dari pada itu selama tahun 2002 sampai 

2005 te~adi pencapain target juga dikarenakan adanya sistem pengawasar: 

langsung terhadap pemungutan retribusi. 

Sedangkan terhadap perolehan pendapatan yang ada di Pasar Kemiri 

Muka selama penelitian berlangsung yaitu mulai bulan Januari sampai Mei 

2006 terus mengalami peningkatan selama dari bulan Januari sampai April, 

tetapi pada bulan Mei pendapatan mengalami penurunan. Peningkatan 

tersebut belum sesuai dengan target yang ditentukan yaitu target perbulan 

Rp 83.250.000,00. 
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Tabel4.4 
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi di Pasar Kemiri Muka 

( perioda Januari- Mei 2006 ) 

Jenis Januari Februari Maret April 
Retribusi 

Kios 22.789.000 30.085.000 30.315.000 30.318.000 
Radius 300 5.500.000 7.340.000 6.845.000 7.026.000 
Meter 
MCK 1.575.000 2.060.000 2.115.000 2.200.000 
Kebersihan 21.914.000 27.540.000 28.230.000 27.852.000 
Parkir 1.280.000 2.214.000 6.150.000 4.920.000 
Bongkar 945.000 1.035.000 1.305.000 1.440.000 
Muat 

Jumlah 54.003.000 70.274.000 74.960.000 73.756.000 

Sumber : UPTD Pasar Kemiri Muka 

8.1 Syarat dan Asas Pemugutan Retribusi 
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Mei 

26.964.000 
4.655.000 

2.100.000 
28.250.000 
3.198.000 
1.380.000 

66.547.000 

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah haruslah memenuhi syarat-

syarat dan asas-asas yang berlaku. Pemungutan retribusi pasar di pasar 

Kemiri Muka Kota Depok juga harus berpedoman kepada syarat dan asas-

asas yang ada. Pelaksanaan pemungutan tersebut berdasarkan analisa dan 

pengamatan penulis selama penelitian mengenai pengenaan dan 

pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan retribusi yang ada 

lainnya telah memenuhi syarat - syarat dan asas - asas pemungutan 

retribusi daerah. 

Adanya Peraturan Daerah Kcta Depok Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Pa£ar memberikan payung hukum dalam pelaksanaan 
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pernungutan retribusi yang ada di Pasar Kemiri Muka. Pelaksanaan 

pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam peraturan 

tersebut telah diatur dengan jelas mengenai objek pemungutan serta besaran 

dan struktur tarif yang diberlakukan. Oleh karena itu objek retribusi dapat 

terlindungi dari oknum-oknum yang sewenang-wenang dale·m pemungutan 

tarif yang ada. · Keadaan ini mencerminkan bahwa prosedur dalam 

pemungutan retribusi yang ada telah sesuai dengan asas dan syarat yang 

ditetapkan, dan keadaan ini secara teoritis sesuai dengan prinsip penilaian 

· retribusi dari segi kemampuan administrasi. Secara teoritis retribusi mudah 

ditaksir dan dipungut. Mereka mudah ditaksir karena pertanggungjawaban 

didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab 

mereka hanya mendapatkan apa yanq mereka bayar. Dan disini juga sesuai 

dengan teori dari retribusi bahwa retribusi sebagai pengganti laycman yang 

ada dan barang siapa yang mengkonsumsi barang layanan dari pemerintah 

maka, akan dikenakan retribusi. 

Selain sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat serta asas yang 

berlaku, terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi yang ada juga telah 

memenuhi asas keadilan bagi semua objek retribusi yang ada, dimana dalam 

pemungutan terhadap objek retribusi diperlakukan adil sesuai dengan tarif 

peraturan yang ada. Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap objek 

retribusi tidak membebankan mereka dan besarnya tarif retribusi sesuai 
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dengan jenis layanan yang diberikan. Sesuai dengan pemyataan pedagang A 

yang dilakukan wawancara oleh penulis 

" tarifnya telah sesuai dengan kemampuan kami dan 
tidak memberatkan kami dan kami rasa tarif segitu 
sudah cukup" 

dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut sesuai 

dengan apa yang tersurat dalam pengertian retribusi, dimana semua warga 

negara yang menikmati fasilitas layanan yang ada dari pemerintah, maka 

akan dikenakan retribusi. Dalam hal ini semua pedagang di Pasar Kemiri 

Muka Kota Depok yang mendapat layanan tempat berdagang itu dikenakan 

pungutan retribusi pasar. Pungutan retribusi pasar tersebut sebagai 

kontrapretasi a tau balas jasa lang sung sesuai dengan layanan yang diberikan 

oleh pemerintah. 

Apabila dilihat dari aspek keadilan seperti pada pernyataan diatas, 

retribusi tersebut bisa dikatakan adil karena terhadap pemakai layanan yang 

diberikan biaya yang sama. Tetapi retribusi biasanya tidak dipandang 

sebagai suatu alat pemerataan, karena dalam hal ini retribusi tersebut 

merupakan suatu alat yang tidak efisien untuk tujuan ini tepatnya karena 

konsumsi dalam pelayanan pasar ini tidak berhubungan proporsional dengan 

pendapatan. 
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8.2 Penilaian terhadap retribusi Pasar Kemiri Muka Kota Depok 

Setelah memenuhi persyaratan dan asas yang berlaku dalam 

pemungutan retribusi, ~uatu jenis retribusi haruslah dinilal berdasarkan 

sistem pemungutannya. Sistem yang dipakai dalam pemungutan retribusi 

yang ada di pasar Kemiri Muka masih menggunakan sistem yang manual 

atau tradisional, yaitu dengan mendatangi para pedagang yang berjualan 

yang di tarik oleh petugas pungut yang ada. Petugas pungut tersebut 

menjalankan tugas pemungutannya sendiri-sendiri berdasarkan tugas yang 

diberikan oleh pimpinan masing-masing. 

Di Pasar Kemiri Muka terdapat petugas pemungut retribusi yang 

jumlahnya 6 orang yang masi!lg-masing mempunyai kewenangan tugas 

tersendiri. Ada bagian yang mengutip retribusi. kebersihan, retribusi 

pelayanan pasarnya, retribusi perparkiran, dan retribusi bongkar muat 

barang. 

Pemungutan yang telah selesai oleh para petugas pengutip retribusi 

tersebut kemudian dihitung dan diserahkan kepada Kepala Tata Usaha Pasar 

Kemiri Muka yang bertugas mengumpulkan hasil penarikan retribusi yang 

ada. Kemudian hasil tersebut dihitung dan kemudian disetorkan kepada 

Dinas Pasar. Selama ini target penerimaan yang ada pada UPTD Pasar 

Kemiri Muka Kota Depok tidak terrealisasi karena banyak faktor-faktor yang 

menghambatnya. Berikut kutipan wawancaca penulis dengan Kepala TU 

UPTD Pasar Kemiri Muka: 
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"banyak faktor yang menghambat dalam meraih 
realisasi pendapatan retribusi di pasar ini seperti 
banyaknya kios, los, atau lemprakan yang tutup, juga 
adanya keengganan dari para pedagang untuk 
m~mbayar retribusi yang ada tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada, sehingga sangat menguranai faktor 
pendapatan. Selain kedua faktor tersebut penurunan 
dari pendapatan retribusi pasar karena adanya 
pembangunan kios oleh PT.KAI yang letaknya 
berseberangan dengan keberadaan Pasar Kemiri Muka. 
Di kios ini terdapat 134 buah kios yang dikelola oleh 
PT.KAI. Keberadaan kios ini sangat mengurangi 
pendapatan retribusi pelayanan pasar bagi Pasar Kemiri 
Muka. Sebelum adanya kios ini pendapatan makin 
menurun dan makin te~epit pula dengan adanya pasar
pasar modern yang ada. Jadi dengan adanya faktor
faktor ini pendapatan kita makin menurun, dulu sebelum 
adanya bangunan tersebut penghasilan dari 
pendapatan retribusi pasar yang ada bisa mencapai Rp 
2.200.000 sampai Rp 2.000.000,00 perhari, tapi dengan 
adannya factor ini hanya sekitar Rp 2.000.000,00 saja. 
Sebelumnya target selalu tercapai. Dengan ini pula 
dampaknya bagi pasar ini kehilangan potensi sekitar Rp 
500.000,00 per hari. Sebenarnya pendirian kios oleh 
PT.KAI tersebut menyalahi aturan dan tidak mempunyai 
ljin Mendirikan Bangunan (1MB) yang dikeluarkan oleh 
pihak yang berwenang. Dalam pada itu keberadaan kios 
tersebut masih dipertanyakan dan sesuai dengan 
rekomendasi surat dari Walikota Depok kios tersebut 
harus dibongkar.68 
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Perolehan pendapatan dari retribusi Pasar tersebut dengan adanya 

kios yang didirikan oleh PT.KAI mempunyai dampak buruk terhadap 

pencapaian target yang seharusnya diperoleh kepada UPTD Pasar Kemiri 

Muka. Sebelum adanya kios tersebut penerimaan pendapatan retribusi dari 

68Hasil Wawancara dengan Bapak Hendry Dunan, Sebagai Kep::.la TU UPTD Pasar Kemiri 
Muka Kota Depok. 

... 
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pelayanan pasar di pasar ini berkisar antara RP.2.500.000,00 dan angka ini 

sudah mendekati target dasar perhari yang ditetapkan oleh pihak pasar yaitu 

Rp 2.775.000,00 per hari. Dengan adanya hal ini pula yang menyebabkan 

penurunan terhadap penerimaan retribusi makin menurun. Hal ini juga 

disebabkan oleh faktor psikologis dari para pedagang yang ada di pasar ini, 

secara langsung mereka menolak membayar retribusi yang diwajibkan bagi 

mereka yang menikmati layanan I fasilitas yang ada di pasar ini. Seperti 

kejadian pada tanggal 25 april 2006, mereka dalam hal ini para pedagang 

yang ada secara serempak mengadakan gerakan menolak membayar 

retribusi. Pada hari itu penerimaan retribusi ada, tetapi kurang dari target 

penerimaan. Akan hal ini pasar Kemiri Muka kehilangan potensi pendapatan 

yang ada. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan petugas pemungut retribusi 

yang kami kutip : 

"... bahwa pada tanggal 25 April terjadi gerakan 
menolak membayar retribusi pasar. Para pedagang ini 
menuntut ditutupnya kios yang oleh PT.KAI didirikan. 
Dari hasil penarikan retribusi kebersihan yang saya 
kutip, mungkin hanya separuh jumlah pedagang saja 
yang mau membayar retribusi yang saya tarik. 
Perolehan pendapatan memang dapat, tapi Cuma 
sedikit. Rata-rata mereka komplain ke saya dan 
mengeluhkan adanya kios tersebut sambil menolak 
membayar retribusi. ... "69 

' '1-Iasil Wawancara dengan Bapak Eman, Petugas Pemungut Retrib•Jsi di Pasar Kemiri Muka 
Kota Depok. 
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Selama adanya kios yang dikelola PT.KAI tersebut pendapatan dari 

retribusi pelayanan pasar yang ada selalu menurun setiap harinya. Bahkan 

pada akhir bulan April 2006 terjadinya gerakan menolak membayar retribusi 

oleh para pedagang yang ada di Pasar Kemiri Muka tersebut karena adanya 

pembangunan dan pengoperasian kios yang dikelola oleh PT.KAI tersebut. 

Para pedagang ini menolak membayar retribusi berdalih karena dengan 

adanya kios tersebut pendapatan mereka sepi dan menurun cukup drastis, 

yang karena letak kios tersebut letaknya di depan area pasar yang 

memungkinkan para pembeli dapat dengan mudah menjangkaunya. 

Sementara itu letak lokasi pasar yang menjorok kedalam dirasa oleh para 

pedagang menjadikan pembeli enggan untuk masuk ke lebih dalam area 

pasar dalam mencari barang kebutuhannya. Oleh karena itu penurunan 

pendapatan yang terjadi pada bulan mei karena faktor eksternal dari pasar itu 

sendiri, yaitu dengan berdirinya kios yang dikelola oleh PT.KAI yang dinilai 

menyalahi aturan yang ada. 

Disamping itu juga sesuai dengan prinsip pemungutan dari retribusi, 

maka hal tersebut dirasa menyalahi prosedur. Menyalahi prosedur dalam hal 

ini karena dalam pemungutan retribusi dasar dari pemungutannya adalah 

cost recovery. Pada prinsipnya untuk mengenakan retribusi biasanya 

menyarankan bahwa kepada para pengguna layanan harus didasarkan pada 

total cost dari pada pelayanan - pelayanan yang disediakan. Kebijakan 

mengenai besarnya biaya retribusi dapat diambil kurang dari full cost 

.. ' 
I 

,, 
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merupakan suatu pengecualian seperti pada bidang umum yang mempunyai 

efek yang luas pada masyarakat, seperti pendidikan, pembuatan infra 

struktur jalan. 

Tapi dalam kondisi seperti diatas, dimana para pengguna layanan 1 

fasilitas yang diberikan oleh pihak pasar Kemiri Muka Kota Depok dalam hal 

ini para pedagang yang berjualan, tidak membayar retribusi layanan pasar 

' 
karena alasan-alasan seperti yang sudah diutarakan diatas merupakan suatu 

pelanggaran. Pembayaran yang dilakukan oleh para pedagang tersebut 

kurang dari full cost tidak bisa dibenarkan, karen a kalau pembayaran kurang 

dari full cost setidaknya memperhatikan biaya-biaya yang berhubungan 

dengan pelayanan khusus, seperti pendidikan tadi sebagai con~ohnya. 

C. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Kemiri Muka 

C.1 Aspek Teknis 

Aspek Teknis dalam pengelolaan pasar, meliputi aspek penataan 

lokasi pasar, pencetakan karcis tanda bukti serta prosedur pemungutan dan 

prosedur pemindahan hak pakai. Untuk penataan lokasi pasar, diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak lepas dari p~insip-prinsip 

keindahan, keamanan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti 

lakukan, penataan lokasi pada pasar ini belum optimal. Keadaan ini sangat 

mempengaruhi kepada gairah pengunjung untuk datang kepasar ini. Seperti 

yang penulis kutip dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi · Bag ian 

Pengendalian retribusi di Dinas Pasar Kota Depok berikut ini : 
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"memang dalam pasar tradisional seperti yang kita lihat 
bahwa keberadaannya sangat memprihatinkan. Tapi di 
pasar tradisioanal itu sendiri mempunyai keunikan 
tersendiri antara lain adanya tawar menawar, yang 
dipasar modern tidak akan dijumpai. Tapi untuk melihat 
keunikan ini sebenarnya pasar tradisional harus 
diupayakan sedemikian rupa guna rnenjaga keunikan 
seperti tadi, misalnya disini diperlukan adanya penataan 
lokasi menurut jenis barang yang ada, sehinggga 
kelihatannya indah dan mudah orang untuk 
memperbandingkan barang yang dicarinnya ... nlO 
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Disamping itu juga dari pernyataan kepala Tata Usaha UPTD Pasar 

Kemiri Muka hampir menyatakan hal yang sama : 

" Untuk saat sekarang kondisinya boleh dikatakan 
sudah tak layak, mengingat sudah diapit oleh banyak 
mal yang ada, kalau mall tidak menyediakan sayur 
mayur mungkin pasar ini masih bisa bersaing dengan 
mall yang ada. Tapi kendala lain juga ada yaitu belum 
adanya renovasi. untuk penyeragaman temp at 
berdagang. Di pasar ini masih banyak kios untuk 
dagang sayur, dan ada pula lemprakan untuk jualan 
pakaian , dan hal ini di rasakan terbalik. , dimana untuk 
kios buat berdagang pakaian, sedangkan untuk 
lemprakan untuk jualan sayur mayur karena kondisi 
sayur mayur yang mudah busuk, untuk itu kedepannya 
akan diadakan renovasi untuk hal ini... ".71 

Beberapa aspek penataan lokasi yang perlu diupayakan dalam 

pengelolaan pasar, antara lain : 

1. Penataan lokasi berdagang menu rut jenis dagangannya; 

70Hasil Wawancara dengan bapak Syaiful Bironi, Pegawai Dinas Pasar Kota Depok Kepala 
Seksi Bagian Pengendalian Retribusi. 

71 Hasil Wawancara dengan Bapak HenJry Dunan, selaku Kepala TU UPTD Pasar Kamiri 
Muka Kota Depok. 

! II 
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Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, belum terlihatnya 

adanya penataan lokasi berdagang sesuai dengan jenis 

daganga~nya. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Walikota 

Depok Nemer 511.2/2321Kpts1Din.Pasar1Hk/2003 tentang 

Pendelegasian sebagian kewenangan Walikota Depok di Bidang 

Pengelolaan Pasar kepada Kepala Din as Pasar Kota Depok bag ian 

penetapan kedua mengenai pengaturan penempatan barang 

dagangan (Zoning ) di dalam pasar tradisional yang ada di Kota 

Depok menu rut jenis barang dagangannya. 

Penataan lokasi berdagang berdasarkan jenis dagangan akan 

memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut : 

a. Memberikan iklim bersaing yang sehat antar sesama pedagang 

sejenis. 

b. Memudahkan pembeli I konsumen melakukan pen.carian barang 

yang dibutuhkan dengan harga yang paling murah dan 

berkualitas terbaik. Dengan demikian penataan penjual I 

pedagang menurut dagangan sejenis akan meningkatkan 

jumlah konsumen ke suatu pasar. 

c. Memudahkan penyediaan fasilitas lain yang dibutuhkan, 

misalnya penyediaan sampah untuk jenis dagangan yang 

banyak menghasilkan sampah (pedagang sayuran dan buah

buahan), menyediakan saluran air untuk jenis dagangan yang . 
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membutuhkan banyak air untuk dagangan dan kebersihan 

lokasi (ikan, daging,) dan lain-lain. 

d. Memudahkan pemungutan retribusinya, karena diharapkan 

pedagang barang sejenis, mempunyai tingkat keuntungan yang 

relatif sama. Dengan demikian para pedagang tidak enggan 

untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan 

jenis barang dagangannya dan luas dasarannya. Disamping itu 

penataan pedagang menurut barang dagangan yang sejenis 

akan memudahkan untuk melakukan kontrol I pengawasan 

besarnya retribusi yang diterima. 

Berikut hasil wawancara penulis terhadap Kepala UPTD Pasar Kemiri 

Muka Kota Depok yang penulis Kutip berdasarkan hasil wawancara : 

" .... Kendala di lapangan banyak. Salah satunya 
kondisi jalan yang ada di pasar ini keadaannya begini 
lah... mas tau sendiri, ... disamping itu .juga belum 
adanya penataan pedagang sesuai dengan 
dagangannya ( penzoningan ) .... 7l 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pelaksanaan kebijakan 

dalam rangka penempatan barang dagangan sesuai menurut jenisnya 

(penzoningan ) yang tertera dalam keputusan bagian kedua dari Keputusan 

Walikota Depok Nomor 511.2/232/Kpts/Din.Pasar/Hk/2003 tentang 

pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Depok dibidang Pengelolaan 

72Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad selaku Kepala UPTD Pasar Kemiri Muka Kota 
Depok. 

i 
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Pasar Kepada Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Depok belum 

dilaksanakan sesuai dengan keputusan walikota yang ada. 

Belum dilaksanakannya Keputusan Walikota terse but, ka1 en a yang 

pertama adalah alasan dana. Namun akan hal ini untuk kedepannya akan 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di lapangan 

dan masih bersifat perencanaan jangka penjang. 

2. Penertiban Pemasangan Tanda Hak Pakai Tempat; 

Penataan lokasi pedagang hendaknya ditertibkan pula dengan tanda I 

papan nama pemilik I penyewa. Hal ini sekaligus untuk memudahkan kontrol 

apakah telah dilakukan pindah tangan hak pakai secara gelap. Selama d8.lam 

pengamatan penulis dalam melakukan penelitian, pemasangan terhadap 

tanda hak pakai tempat belum dilaksanakan. Disamping itu juga dalam 

observasi yang penulis lakukan terhadap para pedagang, · kedislipinan dalam 

keanggotaan pedagang cukup baik. Hal ini terlihat langsung dari pengamatan 

penulis dalam menanyakan status keanggotaan mereka di pasar tersebut. 

Keanggotaan para pedagang di pasar tersebut sesuai dengan yang mereka 

miliki. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban 

berdagang di pasar Kemiri Muka Kota Depok, setiap pedagang yang 

berdagang secara tetap wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota· Depok 

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar. 
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Pemilikan kartu tanda berdagang tersebut sesuai dengan rincian dan 

jenis tempat ditempatinya. Seperti kartu A, hanya untuk yang mereka 

menempati kios, kartu 8 untuk yang menempati los atau counter, kartu C 

untuk yang menempati tend a atau lemprakan dan kartu A 1 untuk yang 

pengontrak kios, dan kartu 82 untuk pengontrak los. Kartu tanda berdagang 

ini untuk berlaku se:ama satu tahun dan tidak dapat dipindah tangankan 

kepada orang lain. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pasar bagian 

seksi pelayanan dan ketertiban. 

"Sesuai dengan tugas pokok kami dari bagian seksi 
pelayanan dan ketertiban dalam melaksanakan 
kebijakan dalam pengelolaan dibidang pelayanan dan 
ketertiban dilingkungan pasar tradisional milik 
Pemerintah Kota Depok, tugas kami antara lain 
pelaksanaan dalam pelayanan administrasi peralihan 
hak pemanfaatan tempat be~ualan, pelayanan dibidang 
pemberian Kartu Tanda Berdagang, pelayanan dan 
memfasilitasi dalam rangka penyelesaian dilingkungan 
pasar, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal 
penertiban surat tanda berdagang, fungsinya agar kita 
tahu dalam pengontrolan atau pengawasan terhadap 
mereka. Pengontrolan 1nr dimaksudkan untuk 
mengetahui berapa jumlah pedagang sayur, berapa 
jumlah pedagang buah, dan kartu tanda berdagang ini 
sesuai dengan barang dagangan yang mereka jual. Jadi 
dengan adanya hal ini kami bisa memastikan mereka 
bahwa meraka adalah pedagang tetap diwilayah pasar 
kami. Disamping itu pula dengan adanya SKHHPT atau 
sering disebut dengan surat keterangan hak-hak 
pemakaian tempat bagi para pedagang ini. Hal ini 
dilakukan dalam upaya tertib administrasi dan 
pengawasan serta pengendalian ketertiban, perlu 

i' 
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diadakan surat ini, dimana di dalam hal ini merupakan 
d . k . 73 tugas dan kewenangan an am1. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang ada tersebut , dalam hal ini 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan pasar 

terutama dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 

tentang pengelolaan pasar terkait dengan pasal 8 mengenai kartu tanda 

berdagang, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini merupakan langkah dari 

pada sebuah kebijakan untuk dilaksanakan atau diimplementasikan. Karena 

tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak 

bermakna. Argumen ini sesuai dengan teori kebijakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah proses 

ke:bijakan. Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tentu saja 

dipengaruhi beberapa faktor untuk melaksanakan kebijakana tersebut. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, 
. . 

terutama dalam pelaksanan pasal 8 dari Perda tersebut adalah adanya 

operasi ketertiban yang selalu dilakukan oleh aparat ketertiban pasar dalam 

mengontrol para pedagang. Berikut ini kutipan dari hasil wawancara penulis 

dengan pegawai Dinas Pasar bagian Seksi Pelayanan dan Ketertiban. 

" ... kami bisa mengawasi pedagang yang ada, yaitu 
dengan adanya kartu tanda berdagang ini. Kartu tanda 
berdagang ini selain sebagai identitas bagi pedagang 
disini juga sebagai alat kemudahan bagi kami dalam 
melakukan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini 

nHasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Yusup, Beliau selaku Kepala Seksi Pelayanan dan 
Ketertiban di Dinas Pengelola Pasar Kota Depok. 
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Dari hasil wawancara tersebut, mengindikasikan bahwa tingkat 

kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan 

atau kebijakan yang telah dibuat. Kondisi kebijakan merupakan faktor yang 

paling dominan dalam proses sebuah kebijakan. Tanpa adanya kebijakan 

tidak ada yang dilaksanakan. Tanpa adanya Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 23 tahun 2003 pasal 8 tentang kartu tanda berdagang, maka di pasar 

ini mungkin tid&k akan ada kartu tanda berdagang bagi para pedagang yang 

berjualan di pasar ini. 

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas fasilitas yang ada; 

Di samping penataan lokasi berdagang, perlu pula disediakan fasilitas 

yang dibutuhkan pedagang untuk menunjang kelancaran usaha dagangnya, 

seperti penyediaan saluran air, tempat sampah, keamanan dan keramaian. 

Sebagian besar responden , dalam penelitian yang telah dilakukan 

menyatakan menghendaki penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai 

kontribusi dari pembayaran retribusi pasar. 

74Hasil wawancara dengan Bapak Andi Yusup, Beliau Sl'bagai Kepala Seksi Pelayanan dan 
Ketertiban di Dinas Pengelola Pasar Kota Depok. 

,, 
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Untuk mengupayakan penataan pasar secara optimal, hendaknya 

dilakukan dengan memperhatikan asas-asas ekonomis ( optimalisasi area 

dan efisiensi pemungutan ), asas keadilan dan keindahan serta keamanan, 

hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan : 

Adanya koordinasi antara pihak Dinas pasar dengah UPTD Pasar 

tersebut, untuk menetapkan daya dukung suatu pasar terhadap kebutuhan 

jumlah subjek dan obyek retribusi pasar, yang memperhatikan tidak saja 

aspek ekonomi, tetapi juga aspek kenyamanan dan keindahan serta 

keamanan. Daya dukung ini dapat didasarkan pada jumlah subjek retribusi 

dan luas area pasar untuk setiap kategori. 

Memberlakukan tarif progresif berdasarkan 3 kategori letak yang 

strategis , cukup strategis dan kurang strategis. Selama ini, walaupun dalam 

perda tentang retribusi pasar telah ditentukan adanya perbedaan tarif antara 

masing-masing tempat berdagangnya, tetapi hal ini dirasakan kurang adil, 

karena sebagian besar para pembeli lebih suka membeli yang didekat depan 

daerah pasar, dari pada harus masuk kearah yang lebih dalam dari letak 

pasar. 

Penetapan kelas pasar hendaknya didasarkan pada fasilitas yang 

dapat disediakan (kualitas tempat berdagang, keamanan, kebersihan dan 

keamanan serta fasilitas lainnya), sebagai kontribusi dari pembayaran 

retribusi. Perbedaan fasilitas dalam setiap pasar akan menentukan banyak 

sedikitnya jumlah pedagang dan ~onsumen yang berjualan dan belanja ke 
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suatu pasar, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan 

pedagang di masing-masing pasar. 

4. Pencetakan karcis I Tanda bukti Pembayaran sesuai kategori 

Untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran 

pembayaran retribusi pasar, disarankan untuk merancang karcis sebagal 

tanda bukti pembayaran retribusi sesuai dengan kelas/kategori 

pembayaranltarif. Dalam pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan 

pengamatan dan aktifitas yang penulis lakukan secara langsung bersama 

petugas retribusi, pencetakan dan jenis retribusi dalam pelaksanaan 

pemungutan dilapangan memang berbeda menurut kelas dan tarif yang 

diberlakukan dalam pelayanan pasar. Seperti untuk retribusi lemprakan 

berwarna putih dengan tarif nominal Rp 1.500,00 per tarif retribusi per 

pedagang. Kesamaan hanya ada pada retribusi kebersihan dengan warna 

merah mud a cengan tarif nominal Rp 1000,00 per tarif retribusi per 

pedagang. Untuk jenis retribusi ini disamakan karena semua pedagang yang 

ada baik yang menempati kios, los atau lemprakan semuanhya dikenakan 

retribusi kebersihan sebesar Rp 1000,00 per pedagang. Apabila karcis I bukti 

pembayaran hanya berfungsi sebagai pengganti uang, maka pelanggaran 

jumlah pembayaran dan jumlah subjek yang tidak memabayar sulit diukur. 

Hal ini karena beberapa alasan atau sebab, seperti mudahnya bukti 

pembayc;ran retribusi tersebut untuk dihilangkan, dan bukti retribusi tersebut 

terbuat dari kertas yang san.gat ringan dan mudah terbawa angin dan 
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terkadang pulet para pedagang setelah membayar retribusi tersebut tanda 

bukti tersebut hanya diterima dan ditaruh sekehendak mereka saja, tanpa 

diperhatikan dengan benar. 

5. Prosedur Peningkatan Pemungutan retribusi Harian 

Untuk meningkatkan penerimaan retibusi pasar, hendaknya 

pemungutan retribusi harian dilakukan beberapa kali dalam sehari. Hal ini 

dilakukan untuk menjaring pedagang yang berjualan di luar jam pada saat 

retribusi di pungut. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat pedagang yang 

dagangannya habis pada saat retribusi dilakukan pemungutan langsung 

pulang dan tidak di tarik biaya retribusinya karena pedagang tersebut telah 

hilang. Dari kegiatan ini maka terdapat adanya jumlah potensi yang hilang di 

karenakan hilangnya objek dari retribusi tersebut. 

6. Mempermudah Prosedur Pemindahan Hak Pakai 

Penerimaan retribusi pasar, juga dapat ditingkatkan dengan 

mempermudah prosedur permohonan hak pakai atas kios, los, dan lainnya. 

Selama ini untuk memperoleh hak pakai, pedagang diwajibkan mengajukan 

permohonan kepada Kepala Dinas Pasar ,untuk pedagang yang hanya 

berpendidikan rendah, membuat surat permohonan kepada Kepala Dinas 

Pasar, terasa sangat menyulitkan. Disamping itu juga waktu pengurusan 

terlalu lama. Oleh karena itu mereka lebih senang langsung membeli dari 

pemilik lama, walaupun dengan harga yang lebih mahal. 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.
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Untuk itu disarankan prosedur memperoleh hak pakai 1 sewa, 

menggunakan formulir yang telah disediakan oleh kantor UPTD. Kemudian 

Kepala UPTD meneruskan ke kepala Qinas Pasar. Dalam paling lama satu 

minggu diharapkan ijin pemt:lkaian yang tel2h disetujuai telah keluar. 

Perlunya dilakukan pendataan ulang oleh petugas Dinas Pasar Kota Depok, 

setiap tahun sekali untuk menjaring pemindahan hak pakai secara gelap, ijin 

hak pakai lokasi perlu diperbaharui setiap lima tahun sekali. Perlunya 

dilakukan pendataan ulang oleh petugas Dinas pasar Kota Depok, setiap 

tahun sekali untuk menjaring pemindahan hak yang dilakukan secara gelap. 

Dan juga untuk menghindari pemindahan hak pakai secara gelap, ijin hak 

pakr:ti lokasi perlu diperb3harui setiap lima tahun sekali. 

C.2 Aspek Ekonomi 

Pemungutan retribusi hendaknya mengutamakan prinsip equity yang 

diukur dari manfaat yang diperoleh dari masing-masing pembayar serta 

kemampuannya untuk membayar. Disamping itu pemungutan retribusi 

hendaknya memperhatikan pula prinsip ekonomis, yaitu efisiensi serta 

efektifitas pemungutannya. Penarikan retribusi diharapkan pula dapat 

memperhatikan prinsip convinience, dimana penarikan retribusi tersebut 

dilakukan pada saat-saat yang tepat untuk dilakukan pemungutan. Di Pasar 

Kemiri Muka sendiri pemungutan tarif retribusi terhadap pedagang dilakukan 

pada pagi hari yaitu sekitar waktu subuh, sesuai dengan pengamatan· penulis 

di lapangan. Pemungutuan tarif retribusi tersebut pada ~aktu sekitar jam 

. I 
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tersebut, karena pada jam tersebut sedang terjadinya puncak aktifitas 

perdagangan di Pasar Kemiri Muka (peak hours). 

a. Tarif 

Penentuan tarif retribusi pasar, hendaknya ditinjau setiap lima tahun 

sekali, dengan memperhatikan laju inflasi dan perkembangnan ekonomi yang 

sangat berkaitan dengan perkembangan pasar. Penetapan tarif retribusi 

pasar hendaknya bersifat progresif sesuai dengan asas manfaat yang 

diperolehnya. Progresifitasnya didasarkan pada kategori lokasi pasar, lokasi 

berdagang dalam pasar, bentuk bangunan I lokasi yang ditempati ( kios I 

toko, los, lemprakan ) cara pembayarannya ( harian atau bulanan ) serta 

lama berdagang. Penetapan tarif retribusi hendaknya ditentukan sedemikian 

rupa, sehingga jumlah penerimaan riil lebih besar dari pada biaya 

pemungutannya, yang selalu meningkat seiring dengan peningkatan laju 

inflasi di Kota Depok. 

Rendahnya penerimaan retribusi pasar ini dapat juga diakibatkan 

karena para pedagang tidak bersedia membayar sesuai tarif yang ditentukan 

dalam Perda. Seperti yang penulis lihat dan rekam selama dalam penarikan 

retribusi yang penulis ikut dalam penarikan bersama petugas di lapangan , 

mereka mengeluhkan dan berdalih : 

"dagangannya masih sepi dan belum laku, masa 
harus di tarik dulu. Tar gampang deh bayar retribusinya 
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Tetapi hal ini merupakan dampak dari keuntungan yang diperoleh para 

pedagang tersebut relatif kecil, sehingga sulit untuk dipaksakan membayar 

retribusi yang dikenakan kepada para pedagang. Disamping ·jtu pula untuk 

meningkatkan kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi ini perlu 

adanya penyuluhan tentang manfaat, tujuan dan sanksi yang diakibatkan 

adanya penetapan retribusi. 

b. Strategi Peningkatan Pemungutan Retribusi Pasar 

Strategi peningkatan pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan 

menjaring subjek dan objek retribusi yang belum memenuhi ketentuan 

membayar retribusi. Misalnya, membayar retribusi tidak I belum sesuai 

dengan tarif yang ditetapkan, tidak I belum membayar hak pakai secara resmi 

( karena membeli secara gelap dari pedagang. yang pindah I gulung tikar ), 

tidak I bel urn membayar sewa tempat dan sebagainya. 

Untuk menghindari pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan subyek 

retribusi , antara lain dapat dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan 

peningkatan hasil pemungutan retribusi pasar sebagai berikut : 

a. Menetapkan target penerimaan sesuai dengan potensi yang 

ada dalam setiap pasar. Upaya ini untuk menjaring subjek 

dC:tn objek retribusi yang belum memenuhi kewajibannya. 

7sHasil Wawancara dengan Pedagang di Pasar Kemiri Muka Kota Depok . . 

I II 
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b. Membuat karcis pembayaran retribusi sesuai kategori tarif 

retribusi dengan warna-warna yang berbeda. Hal ini sebagai 

upaya menghindari kebocoran pembayaran retribusi karena 

tanda bukti pembayaran menurut kategori objek dapat 

berfungsi sebagai alat kontrol I pengawasari jumlah objek 

yang menghindar dari pembayaran retribusi. 

c. Memberlakukan ketentuan perpanjangan ijin pakai setiap lima 

tahun sekali dan memberikan kemudahan - kemudahan 

untuk memperpanjang izin pemakaian. 

d. Untuk mempermudah mengetahi adanya pelanggaran 

pemindahan hak secara gelap , subjek retribusi diwajibkan 

memasang tanda I hak pakai. 

e. Menentukan pelanggar sesuai dengan ketentuan I sanksi 

yang telah ditetapkan. 

f. Menentukan denda sebesar 1 00 % dari biaya pemakaian I 

pemilikan lokasi secara resmi. 

g. Peningkatan pemberian penyuluhan terhadap para pedagang 

tentang hak dan kewajiban subjek retribusi baik bagi pemda 

maupun para pedagang. Penyuluhan ini dapat dilakukan 

melalui perkumpulan pedagang yang telah ada disetiap pasar 

maupun dengan cara membagi-bagikan selebaran-selebaran. 

Implementasi kebijakan ..., Wahyu Hidayat, FISIP UI, 2006.



111 

h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta motivasi petugas 

penarik serta menambah jam kerja pemungutan I untuk 

menjaring subjek yang melakukan transaksi pada pagil sore 

dan malam hari. 

D. Konsep Pengelolaan Pasar 

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan pasar I meliputi upaya 

perencanaan akan kebutuhan lokasi pasarl pelaksanaan pengelolaan pasar 

( termasuk pemungutan retribusinya ) dan pengawasan pengelolaan pasar. 

0.1 Perencanaan 

Pemungutan retribusi pasar menjadi wewenang pihak dari Dinas 

Pasar. Dinas pasar merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam hal 

kewenangan pemungutan retribusi pasar. Untuk itu perlu dipertimbangkan 

suatu perencanaan yang matang antara berbagai instansi yang berwenang 

mengurusi masalah retribusi pasarl tentang penyediaan lokasi dan penataan 

pasar yang menguntungkan berikut kebutuhan fasilitasnya. 

Dalam perencanaan inil hendaknya memperhatikan aspek daya 

dukung suatu pasar serta kenyamanan baik terhadap para pedagang 

maupun konsumen. Dengan demikian perlu pula memperhatikan 

perkembangan kebutuhan pasar baik dari sudut konsumen maupun 

pedagang. 

Dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi pasar lewat penataan 

pasar agar memenuhi syarat kenyamananl keindahan serta keamanan maka 
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disarankan pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut menangani 

penataan pasar. Terutama dalam pengelolaan tempat MCK I penyediaan 

keamanan serta kebersihan. Sebagai kontrapretasi terhadap keterlibatan 

swasta dalam mengelola pasarl dapat diiakukan kontrak bagi hasil untuk 

penyediaan fasilitas iv1CK1 menyediakan tempat sembahyang serta menjaga 

keamanan dan kebersihan pasar. 

0.2 Pelaksanaan 

Dalam pengelolaan pungutan retribusi pasar ada bebarapa pihak yang 

terlibat yaitu Dinas Pasar Kota Depokl UPTD Pasar Kemiri Muka Kota Depok1 

serta masyarakat pengguna pasar atau pedagang. Pengelolaan pasar 

sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Pasar Kota Depok dalam fungsinya 

merumuskan kebijakan dan pengendalian teknis dan sebagai pelaksana 

operasional. 

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pasar adalah : (1) 

prasarana dan sarana pasar yang kurang memadai sehingga banyak lods 

dan kios tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (2) terbatasnya sarana atau 

fasilitas penunjang dalam mendukung kegiatan operasional penagihanl (3) 

masih terbatasnya petugas pemungut retribusil (4) prasarana dan sarana 

pasar yang semakin memburuk sehingga para pedagang enggan membayar 

retribusil (5) daya beli masyarakat menurun I pendapatan pedagang menurun 

berpengaruh terhadap pembayaran sewa temapat berjualan. 
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Dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan 

retribusi Pasar Kemiri Muka kota Depok dapat dikatakan belum efektif, dan 

masih harus ditingkatkan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki 

. ~endala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar, berdasar 

kenyataan dilapangan yaitu : (1) masih terbatasnya tenaga pemungut 

retribusi, (2) fasilitas yang kurang memadai , (3) masih adanya sebagian dari 

pedagang yang kurang sadar dalam membayar retribusi sesuai dengan tarif. 

Hal ini pula diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Tata Usaha di UPTD 

Pasar Kemiri Muka berikut ini : 

" banyak kendala dalam pemungutan retribusi ini 
seperti masih banyakny~ pedagang yang kurang 
kesadarannya untuk membayar retribusi sesuai yang 
ada pada peraturan daerahnya, juga banyaknya 
pedagang yang tutup atau bangkrut dan bahkan pindah 
berjualan ketempat atau pasar yang lain, dan 
sebenarnya itu juga merupakan masalah klasik yang 
ada dalam sebuah pasar mereka mau bayar retribusi 
kalau dagangan sudah laku. Sebenarnya petugas kami 
dilapangan berjalan sudah sesuai dengan arahan kami 
dan kami sering pula mengadakan sosialisasi kepada 
mereka seperti dengan pembagian brosur, leafleat 
kepada para pedagang ini. .. "76 

Masih terbatasnnya tenaga pemungut retribusi pasar karena di pasar 

ini hanya ada 6 orang yang bertugas memungut retribusi kepada pedagang 

yang ada. Sebagai asumsi rata-rata satu orang petugas retribusi harus 

76Hasil wawancara dengan Bapak Hendry Dt:nan, Beliau sebagai Kepala UPTD di Pasar 
Kemiri Muka Kota Depok . 
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memungut retribusi kepada 300 orang pedagang yang ada. Hal ini dirasakan 

tidak efektif, karena perbandingan ini dirasakan tidak seimbang mengingat 

pekerjaan seorang kolektor tidaklah mudah. Disamping itu dengan jumlah 

pedagang yang harus dipungut oleh 1 orang petugas , bisa dimungkinkan 

pemungutan retribusi tidak merata dan banyaknya pedagang ·yang biasanya ' 

setelah dagangan laku terus pergi meninggalkan tempat, hal ini 

mengakibatkan hilangnya pendapatan dari retribusi yang ada. 

Fasilitas yang kurang memadai seperti tidak terpeliharanya jalan yang 

ada, jalan tersebut selalu digenangi air ·dan apabila hujan turun terasa 

lembab dan becek. Disamping itu pula saluran air yang tidak lancar 

menyebabkan banyaknya genangan air, dan· juga keberadaan dari Tempat 

Pembuangan Sampah (TPS) yang letaknya dibelakang areal pasar dan dekat 

dengan areal berdagang menyebabkan udara yang tidak sehat dan terkesan 

kotor. Hal ini ·juga sering dijadikan alasan untuk tidak membayar retribusi 

yang ada. 

Masih adanya sebagian pedagang yang membayar retribusi tidak 

sesuai dengan Perda, karena dirasakan tingkat kesadaran dari meraka akan 

pentingnya retribusi masih kurang. Hal ini peneliti lihat sewaktu melihat 

dilapangan dalam penarikan retribusi kebersihan pasar yang besarnya Rp 

1000,00. dilapangan penulis lihat masih adanya pedagang yang hanya 

membayar retribusi kebersihan sebesar Rp 500,00 dengan alasan masih 
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pagi, dagangan belum laku, restart atau dagangan yang kemafin dijual 

kembali. 

Tetapi selain dari ketiga kelemahan diatas, peneliti melihat dilapangan 

bahwa sewaktu pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi 

cukup professional. Alasan ini diberikan karena penulis melihat dilapangan 

kerja mereka yang tidak searah tetapi zigzag dalam memungut retribusi. 

Metode ini dipakai dengan alasan karena antara pedagang yang satu dan 

lainnya tingkat laku dari dagangan antara yang satu dengan lainnya 

berlainan. Sehingga dengan hal ini pedagang mudah untuk ditarik 

retribusinya karena dagangan mereka sudah laku, dan keengganan para 

pedagang untuk bayar retribusi sebelum dagangan mereka laku sering te~adi 

karena alasan mereka biasanya keuntungan yang diperoleh belum 

didapatkan. 

0.3 Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah proses pemungutan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Dalam pengelolaan retribusi pasar pengawasan sangat diperlukan untuk 

mencegah kebocoran akibat kelalaian petugas atau unsur kesengajaan. 

Pengawasan yang dapat dilihat dalam pemungutan retribusi pasar 

yaitu tempat pencetakan karcis retibusi hanya pada satu tempat yang sudah 

ditunjuk oleh kepala daerah untuk menghindari penggunaan karcis illegal, 

karcis yang akan didistribusikan ke UPTO terlebih dahulu dicap dan 

_______ , ___ _ 
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diklasifikasikan pendistribusiannya menurut harga karcis. Disamping itu pula 

melakukan pemantauan terhadap kolektor atau petugas pemungut retribusi 

yang lebih dikenal dengan istilah "uji petik " apabila terjadi penurunan 

penerimaan. Selain itu juga penulis kutip pernyataan dari petugas Dinas 

Pasar yaitu seksi pengendalian retribusi. 

Hasil wawancaranya mengenai pengawasan yang ada terhadap 

petugas pemungut retribusi sebagai berikut : 

" pengawasan terhadap petugas dilapangan juga 
kami lakukan I hal ini untuk menghindari kesalahan -
kesalahan yang ada. Pengawasan di pasar itu sendiri 
dilakukan oleh pihak UPTD dan pihak Dinas Pasar 
hanya membuat kebijakan dalam hal ini. Pengawasan 

c seperti yang sudah dilakukan oleh pihak UPTD 
dilakukan apabila penghasilan retribusi terjadi 
penurunan yang terus menerus. Pengawasan mr 
dilakukan dalam bentuk seperti uji petik yang biasanya 
dilakukan setiap tiga bulan sekalil mendata kembali 
potensi pendapatan yang sudah ada secara lebih teliti 
lagil dan yang ketiga apabila memang diperlukan kami 
bisa melakukan mengikuti petugas pungut retribusi dari 
belakanq dalam pemungutan atau pengawasan secara 
dekat". 77 

Selain adanya uji petik I pengawasan oleh UPTD juga dilakukan 

dengan cara mendata kembali potensi yang ada. Hal ini berguna untuk 

mengetahui seberapa tingkat penurunan atau peningkatan retribusi yang 

ditarik. Terhadap kedua hal tersebut diatas dapat pula dilakukan dengan 

77
Hasil Wawancara dengan Bapak Syaiful Bironi, Beliau sebagai Kepala Seksi Pengendalian 

Retribusi di Dinas Pengelola Pasar Kota Depok. 
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mengikuti terhadap petugas yang memungut retribusi, bila hal ini memang 

diperlukan. 

Untuk itulah bahwa keberadaan sebuah kebijakan juga harus 

diimbangi dengan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dari 

kebijakan yang bersangkutan. Dalam pengevaluasian terhadap kebijakan ini, 

seperti adanya uji petik sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap 

kebijakan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Evaluasi terhadap 

kebijakan dalam hal memungut tarif yang dilakukan oleh pasar Kemiri Muka 

perlu terus ditingkatkan mengingat untuk menjaga adanya kesalahan baik 

yang sengaja dilakukan maupun tidak sengaja di lakukan (human error). 

Adanya evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan ( evaluation of 

implementation ) berguna untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut 

sudah mencapai sasaran seperti yang diharapkan, apakah sudah mencapai 

sasaran seperti yang sudah diharapkan, apakah sudah menghasilkan 

dampak seperti yang sudah ditentukan. 

Tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa walaupun dengan 

adanya pengawasan seperti adanya uji petik, pendataan kembali terhadap 

potensi yang ada, ternyata terhadap perolehan pendapatan retribusi yang 

ditargetkan selama penelitian ini dilakukan belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Belum tercapainya perolehan pendapatan sudah dijelaskan pada 

bagian awal dan pertengahan pada bab ini. Bahwa dengan adanya 

implementasi sebuah kebijakan, harus diikuti pula dengan pengawasan atau 

' 
I i, 

' 

i ' 
I 
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evaluasi terhadap kebijakan ( evaluation of implementation ), hal ini sesuai 

dengan teori kebijakan bahwa dengnan urutan setelah pelaksanaan 

kebijakan dimulai maka langkah selanjutnya harus dilakukan pula dengan 

evaluasi atau pengawasan. 
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KESIMPULAN 

BASV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian yang telah disajikan dalam bahasan sebelumnya, maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Bahwa implementasi kebijakan 

dalam pengelolaan retribusi pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota 

Depok belum efektif. Hal ini karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 23 

Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok. Belum efektifnya 

implementasi kebijakan tersebut seperti pada temuan dilapangan seperti 

adanya sejumlah pedagang yang kurang disiplin dalam membayar tarif 

retribusi yang diharuskan, juga masih adanya penataan lokasi berdagang 

yang tidak berdasarkan jenisnya (penzoningan) yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Walikota Depok. 

Disamping itu pula dalam perolehan pendapatan dari retribusi 

pelayanan pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum 

mencapai target yang ada karena beberapa faktor seperti banyaknya kios, 

los atau counter yang tutup, juga adanya keengganan dari para pedagang 

untuk membayar retribusi sesuai dengan tarifnya, dan juga terjadinya 

penurunan dari pendapatan retribusi pasar ini karena adanya pembangunan 

kios oleh PT.KAI yang letc:knya bersebelahan dengan pasar ini, sehingga 

menyebabkan penurunan pad a perolehan retribusi_ yang ada. 
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SARAN 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpular. yang telah diuraikan diatas, 

maka untuk mensukseskan kebijakan pengelolaan retribusi pasar terutama di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok, disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Mengingat bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan pasar di 

Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum efektif, maka · seharusnya 

pengelolaan retribusi pasar yang ada harus benar-benar berpijak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung program ini 

seharusnya sering diadakan sosialisasi terhadap Perda yang 

mengatur mengenai retribusi pasar tersebut kepada para pedagang 

yang berjualan di pasar tersebut. 

2. Dengan adanya target yang selalu tidak tercapai dalam perolehan 

pendapatan retribusi di Pasar Kemiri Muka ini, maka perlu diadakan 

pengecekan terhadap potensi dari retribusi yang ada, juga dibutuhkan 

pula adanya pengewasan. Pengawasan yang selama ini diterapkan 

dalam mengantisipasi adanya penyelewengan seperti adanya "uji 

petikn perlu dipertahankan, mengingat dalam pencapaian target di 

pasar ini yang selalu tidak tercapai. 
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